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ABSTRAK 

Di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih bergejolak, Kota Bandar 

Lampung memiliki ekonomi yang masih kondusif karena ditopang 

UMKM. Meskipun banyak jumlah UMKM khususnya di Kelurahan 

Waydadi, namun hal tersebut masih mengalami kendala yaitu 

permasalahan modal. Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang 

di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM 

yang ada dengan lembaga keuangan, salah satunya yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU Kota Bandar 

Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peran 

KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, dan apa sajakah faktor pendorong dan penghambat 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta Bagaimana peran 

KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat menurut perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana Peran KSPPS dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada BTM BiMU Bandar Lampung, dan untuk 

mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta untuk mengetahui peran 

KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

menurut pespektif Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM BiMU memiliki 

peranan yang cukup bagus dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal kerja. Dan faktor 

pendorongnya yaitu mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan 

faktor internal yaitu: karyawan dan tata aturan BTM BiMU dan faktor 

eksternal yaitu: faktor geografis dan demografis. Sedangkan faktor 

penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurangnya 

sosialisasi tentang BTM, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang 

belum mengenal BTM. Dalam pengaplikasiannya BTM BiMU telah 

menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi 

baik penyaluran dana dan penghimpunan dana sesuai dengan prinsip 

syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang 

dilarang oleh ajaran islam. 

 

Kata kunci : Peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 
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ABSTRACT 

In the midst of the economic crisis that is still volatile, Bandar Lampung 

City has an economy that is still conducive because it is supported by 

MSMEs. Although there are many MSMEs, especially in Waydadi 

Village, they are still experiencing problems, namely capital problems. 

To provide a solution to the capital faced by MSMEs, it is necessary to 

have cooperation between existing MSMEs and financial institutions, one 

of which is the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative 

(KSPPS) BTM BiMU Bandar Lampung City. The formulation of the 

problem in this study are: How is the role of KSPPS BTM BiMU Bandar 

Lampung in the effort to empower the community's economy, and what 

are the driving and inhibiting factors in community economic 

empowerment, and how is the role of KSPPS BTM BiMU Bandar 

Lampung in an effort to empower the community's economy according to 

an Islamic perspective. This study aims to find out how the role of KSPPS 

in efforts to empower the community's economy at BTM BiMU Bandar 

Lampung, and to determine the driving and inhibiting factors in efforts to 

empower the community's economy, and to determine the role of KSPPS 

BTM BiMU in an effort to empower the community's economy according 

to an Islamic perspective. This type of research uses qualitative research. 

The results showed that BTM BiMU has a pretty good role in increasing 

community economic empowerment through the provision of working 

capital financing. And the driving factor is the welfare of its members by 

using internal factors, namely: employees and BTM BiMU regulations 

and external factors, namely: geographical and demographic factors. 

While the inhibiting factors for improving the welfare of members are: 

the lack of socialization about BTM, so that many people until now are 

not familiar with BTM. In its application, BTM BiMU has become a 

solution for Muslims to carry out economic activities, both distribution of 

funds and raising funds in accordance with sharia principles that can 

prevent Muslims from usury which is prohibited by Islamic teachings. 

 

Keywords: The role of KSPPS in community economic empowerment. 
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MOTTO 

 

نْفُسِهِمْْۗ 
َ
رُوْا مَا بِا ى يُغَي ِ

رُ مَا بِقَوْمٍ حَته ا يُغَي ِ
َ
َ ل  اِنَّ اللّٰه

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 

(Q.S Ar-rad:11)  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai kerangka awal sebelum peneliti menguraikan 

pembahasan lebih lanjut, terlebih akan dijelaskan istilah dalam 

skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang 

tertuang dalam penegasan judul. Penting bagi peneliti diperlukan 

adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan 

dapat memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Peran 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BTM Bina 

Masyarakat Utama (BiMU) Kota Bandar Lampung)” Adapun 

beberapa istilah yang perlu peneliti uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis 

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, 

dan sebagainya).
1
 

2. Peran 

 Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama.
2
 Peran adalah bentuk dari perilaku 

yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. 

 Peranan yang dimaksud dalam penelitiaan ini adalah prilaku 

seseorang atau lembaga sesuai dengan status kedudukannya 

dalam masyarakat. 

 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa, PT Media Pustaka, 2011), 1051. 
2
 J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai 

Pustaka, Jakarta, 1984, 735. 
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3. Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS)  

 Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) atau 

sebelumnya yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai 

pola bagi hasil syariah. 

4. Pemberdayaan  

 Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan, pengertian pemberdayaan 

sebagai tujuan sekaligus digunakan sebagai indikator 

keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. 

5. Ekonomi Masyarakat 

 Merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan 

ekonomi masyarakat, dimana ekonomi masyarakat sendiri 

adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan 

masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola 

sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang 

disebut usaha kecil dan menengah (UKM) meliputi sektor 

pertanian, perkebunan, pertenakan, kerajinan, makanan dan 

sebagainya. 

 Berdasarkan beberapa penjelasan istilah judul diatas, maka 

dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah menguraikan peran KSPPS BTM BiMU serta factor 

pendorong dan penghambat nya terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mudharabah. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Dari tahun ke tahun Indonesia terus meningkatkan upaya 

untuk melakukan pembangunan nasional. Berbagai program telah 

dilakukan oleh pemerintah baik itu di bidang ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, budaya maupun infrastruktur. Pembangunan 

nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan 

pembangunan diberbagai bidang. Salah satunya adalah 

pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang 

ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting 

dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan 

nasional adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). 
3
 

 Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 

kunci pertumbuhan ekonomi khususnya di Bandar Lampung. Di 

tengah kondisi krisis ekonomi yang masih bergejolak, Bandar 

Lampung memiliki ekonomi yang masih kondusif karena ditopang 

UMKM. Meskipun banyak jumlah UMKM khususnya di 

Kelurahan Waydadi, namun hal tersebut masih mengalami kendala 

yaitu permasalahan modal. Dimana para pengusaha kecil 

mengalami kesulitan jika ingin meminjam uang di bank 

dikarenakan bunga yang tinggi, selain itu juga persyaratan yang 

terlalu berat, serta urusan administrasi yang rumit. Hampir 

sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi 

persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka yang masih 

dalam skala kecil. Untuk memberikan solusi dalam permodalan 

yang di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara 

UMKM-UMKM yang ada dengan lembaga bank maupun lembaga 

non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses 

produksi dari UMKM tersebut.  

 Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, 

menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, 

investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). 

Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik 

dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi 

hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi 

                                                           
3
Hanik Amalia. Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal 

Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT 

Sidogiri Pasuruan). Jurnal Ilmiah (2019), 3.  
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syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi 

usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi 

syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah yang belakangan ini mulai 

tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon 

nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan.
4
  

 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama 

beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di 

Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 

2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan pinjam pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan pinjam pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.  

 Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) 

adalah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, 

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk 

mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan 

pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga 

Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem 

syariah.
5
 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaaan Syariah 

(KSPPS) BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung 

mempunyai berbagai dua produk simpanan dan produk 

pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan murabahah 

(jual beli), pembiayaan musyarakah (bagi hasil), pembiayaan 

mudharabah (bagi hasil), pembiayaan ijarah (sewa), sedangkan 

produk simpanan meliputi; simpanan wadiah (titipan), simpanan 

                                                           
4
Sunardi, dkk. Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi 

Syraiah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus 

Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). Jurnal EcoNetica 

Vol.1 No.1 (2021). 
5
Hidayat, F, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan 

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah 

Compliance”. UIN Sunan Kalijaga, Vol.2 No.(1), 25. 
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mudharabah berjangka (bagi hasil), simpanan fajar cold (masa 

depan). Lembaga keuangan syariah secara konsepsional 

dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala 

praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga 

berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru 

dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana 

dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga 

yang pasti untung.  

 Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah yang belakangan ini 

mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi 

calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Salah satu 

Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan 

pembiayaan adalah baitul ttamwil muhammadiyah (BTM). BTM 

adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip 

bagi hasil dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis 

usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan 

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BTM 

merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang 

bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam 

(KSP). 

 Salah satu koperasi syariah yang sedang berkembang di 

wilayah Kota Bandar Lampung saat ini adalah Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU Bandar 

Lampung. Program BTM BiMU bertujuan untuk pengentasan 

kemiskinan/meminimalisir kemiskinan dan pemberdayaan umat 

baik dari karakter maupun dari ekonomi dengan menggunakaan 

pendekatan keuangan mikro. Sebagai lembaga pemberdayaan 

BTM BiMU terus berikhtiar membuat masyarakat berdaya dan 

memiliki kemandirian disegala bidang, tidak hanya ekonomi saja 

melainkan juga bidang yang lainnya seperti pendidikan, sosial, 

keagamaan, lingkungan dan sebagainya. 

 BTM BiMU (Bina Masyarakat Utama) Bandar Lampung 

sendiri merupakan lingkup BTM yang terkecil dan tersebar di 

setiap kecamatan untuk memudahkan, memberikan kenyamanan 
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dan dekat dengan anggota dalam menabung serta melakukan 

pembiayaan di BTM sehingga merubah pandangan anggota bahwa 

pembiayaan-pembiayaan yang di tawarkan oleh BTM harus 

dengan dana yang besar dan sulit. Dalam perkembangannya BTM 

BiMU Bandar Lampung mengalami problematika yakni meliputi 

persaingan yang semakin ketat dimana BTM harus dapat bersaing 

dengan bank umum konvensional maupun syariah yang membuka 

pelayanan kredit skala kecil/mikro. Dengan segala upaya yang 

dilakukan BTM BiMU Bandar Lampung mampu mengatasi 

problematika tersebut yang membuktikan dengan pertumbuhan 

BTM BiMU yang sangat pesat. Dalam setiap tahun BTM BiMU 

membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota 

yang dinilai potensial, selain itu BTM BiMU juga akan terus 

melakukan perbaikan dan pengembangan secara 

berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun 

usaha.  

 Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat 

khususnya usaha mikro dan kecil menengah, Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang 

mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyakat yang 

ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan 

diri dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun 

perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara 

mandiri. Produk yang ditawarkan BTM BiMU Bandar Lampung 

dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha masyarakat 

adalah melalui pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah 

merupakan bentuk kerja sama antara BTM dengan anggota, BTM 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

anggota menjadi (mudharib) pengelola dengan pembagian hasil 

sesuai kesepakatan.
6
 

                                                           
6
Anna Mariana, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Terhadap Upaya 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama di Bandar Lampung). (UIN 

Raden Intan Lampung, 2018). 
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 Untuk memperoleh pembiayaan dari KSPPS BTM BiMU, 

masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus 

mereka penuhi sebagaimana pada bank-bank umunya. Salah satu 

ketentuan yang harus diterapkan adalah memberikan pembiayaan 

harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan 

bagi calon anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman, 

terlebih dahulu harus mengetahui prosedur yang ada pada koperasi 

tersebut, agar proses pencairan dapat berjalan dengan lancar dan 

tidak ada pihak yang dirugikan serta sesuai dengan syariat Islam. 

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil menengah 

berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, 

maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan 

dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka 

kemiskinan dan menekan angka pengangguran.  

 Pada dasarnya Islam adalah suatu agama pemberdayaan. 

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan 

yang tanpa henti. Tentu saja hal ini sejalan dengan paradigma 

Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.10 

Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas 

horizon pilihan bagi masyarakat. ini berarti masyarakat 

diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. 

Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai 

kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. 

 Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan 

berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak 

defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha 

atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang 

fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.
7
  

 Setiap masyarakat bahkan seseorang yang mendirikan suatu 

bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan 

masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan 

                                                           
7
Nurul Widya Ningrum, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya 

bagi Penguasaha Kecil (Bandung: Akatiga,2002), 7. 
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penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan 

dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang 

membutuhkannya. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi 

Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan 

suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib 

penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang 

berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi taraf hidup 

masyarakat menengah kebawah yang lemah mendorong 

munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya 

berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Lembaga tersebut 

adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang bisa 

membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan 

untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8
 

 Keberadaan BTM yang cukup strategis dalam 

mengembangkan permberdayaan ekonomi masyarakat kecil 

menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga 

akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan 

kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal 

permodalan. Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi 

pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga 

keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialasi 

berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya 

keberadaan BTM dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, 

jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang 

pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya. 

 Penelitian ini berfokus pada akad mudharabah yaitu 

pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada 

harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, 

dimana pihak BTM BIMU Way Dadi Bandar Lampung selaku 

                                                           
8
Octavia,R. Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap 

Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. (Jurnal An 

Nisba. 2014), 01, 121. 
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penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan 

secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan 

ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan 

tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara 

tunai.  

 Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui secara 

mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh 

KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung apabila dikaji dari sisi 

ekonomi Islam, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Sehingga tidak hanya mengetahui mengenai 

peran dan upaya yang dilakukan, namun juga mengetahui 

kemampuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

tertarik memilih judul “Peran Koperasi Simpan pinjam pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi 

Masyarakat ( Studi ada BTM BIMU Bandar Lampung )” 

C. Fokus Masalah  

 Agar penelitian ini sesuai tujuan utama penelitian ini 

dilakukan dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka 

peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Permasalahan pada penelitian ini yaitu Analisis Peran Koperasi 

Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

2. Indikator pemberian pembiayaan yang digunakan adalah akad 

mudharabah 

D. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana peran KSPPS BTM BIMU Bandar Lampung dalam 

upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat?  
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2.  Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat KSPPS BTM 

BIMU Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat? 

3. Bagaimana peran KSPPS BTM BIMU Bandar Lampung dalam 

upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif 

Islam? 

E. Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang peneliti 

lakukan di BTM BIMU Bandar Lampung adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Koperasi Simpan pinjam 

pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada BTM Bina Masyarakat Utama 

(BiMU) Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat KSPPS 

BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung 

dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

3. Untuk mengetahui peran KSPPS BTM BIMU dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut pespektif Islam. 

F. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

ilmiah atau dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang konsep peran Koperasi Simpan pinjam pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pada BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung. 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian 

yang baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bahwa 

dengan adanya BTM dapat melengkapi kehidupan masyarakat 

untuk mencapai kemaslahatan hidup.  



11 
 

 

2. Manfaat Praktis  

 a. Bagi Peneliti 

   Diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti mengenai pemahaman serta 

mengetahui tentang peran BTM dalam upaya meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 b. Bagi Lembaga BTM 

   Sebagai masukan yang dapat membangun guna untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pada 

UMKM yang ada dan menjadikan bahan evaluasi sebagai 

acuan untuk kemajuan BTM BIMU Bandar Lampung 

dimasa yang akan datang 

c. Bagi Masyarakat  

  Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi 

yang lengkap mengenai koperasi, sehingga diharapkan 

masyarakat akan lebih sejahtera dengan adanya program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

G. Kajian Pustaka  

  Pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan kajian pustaka 

ini adalah agar fokus penelitian ini bukan pengulangan dari 

penelitian sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari peneliti ini : 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka 

No Nama Judul Hasil Perbedaan 

1 Ardian 

Dwi Bagus 

S (2017).
9
  

“Pemberdaya

an Ekonomi 

Anggota 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Syariah 

Melalui 

Produk 

Pembiayaan 

Di Koperasi 

Simpan 

Pinjam Dan 

Pembiayaan 

Syariah 

Muamalah 

Berkah 

Sejahtera 

Surabaya”. 

Secara umum 

Koperasi 

Syariah 

Muamalah 

Berkah 

Sejahtera 

telah berperan 

dalam 

mensejahterak

an anggotanya 

melalui 

program 

pemberdayaa

n ekonomi 

yaitu dengan 

berbagai 

model produk 

pembiayaan 

yang 

ditawarkan. 

Dalam 

penelitian ini 

lebih kepada 

peran KSPPS 

dalam 

pengembanga

n UMKM 

dalam segi 

pemenuhan 

permodalan, 

sedangkan 

pada 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lebih kepada 

peran KSPPS 

dalam 

memberdayak

an ekonomi 

masyarakat 

dilihat dari 

sisi ekonomi 

Islam. 

2 Sunardi 

S.Pd
1
, 

Meiyanti 

“Pelaksanaan 

Akad 

Mudharabah 

Hasil 

Penilitian 

menunjukan 

Bahan yang 

menjadi 

obyek 

                                                           
9
Ardian Dwi Bagus. Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan Di Koperasi Simpan 

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. 

Jurnal Ilmiah, (2017). 
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Widianingr

um, SE., 

ME
2,
 H. 

Jufri,ME
3
, 

Desi 

Suryati, 

ME
4
 

(2021).
10

 

Pada 

Koperasi 

Syraiah 

Untuk 

Meningkatka

n 

Kesejahteraa

n Ekonomi 

Anggota 

(Studi Kasus 

Koperasi 

Syariah 

Baituttamkin 

Lombok 

Barat Unit 

Kediri)”. 

bahwa 

pelaksanaan 

akad 

Mudharabah 

pada Koperasi 

Syariah 

Baituttamqim 

Lombok Barat 

memenuhi 

syarat yang di 

tetapkan dan 

memenuhi 

prosedur 

pencairan 

berdasarkan 

ketentuan 

yang telah di 

buat 

sebelumnya 

dengan tetap 

mengacu pada 

konsep 

keuangan 

syariah. 

penelitiannya 

yaitu para 

karyawan 

koperasi 

pegawai 

negeri 

BKKBN 

Praya, 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

yang menjadi 

obyeknya 

adalah 

masyarakat 

desa Way 

Dadi dan 

karyawan 

KSPPS 

BIMU 

Bandar 

Lampung. 

3 Nila 

Asmita, 

(2020).
11

  

“Peran 

Koperasi 

Simpan 

Pinjam dan 

Pembiayaan 

Peran KSPPS 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip 

Syariah yaitu 

Pada 

penelitian ini 

lebih 

mengedepank

an pada 

                                                           
10

Sunardi, dkk. Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi 

Syraiah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus 

Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). Jurnal EcoNetica 

Vol.1 No.1 (2021). 
11

Nila Asmita. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Studi Pada 

BMT Al-Ihtihat Rumbai Pekanbaru. Jurnal An-Nahl (2020). 
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Syariah 

(KSPPS) 

dalam 

Pemberdayaa

n Ekonomi 

Masyarakat ( 

Studi Pada 

BTM Al-

Ihtihat 

Rumbai 

Pekanbaru” 

dengan 

pemberian 

modal usaha, 

pemberian 

dana 

pinjaman 

Qord dana 

sosial, 

penguatan 

ekonomi 

dengan 

adanya 

program 

tabungan. 

simpan 

pinjam yang 

diterapkan 

pada 

koperasinya 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

peneliti 

lakukan lebih 

kepada 

bagaimana 

peran 

koperasi 

simpan 

pinjam dalam 

memberdayak

an ekonomi 

masyarakatny

a dilihat dari 

sisi ekonomi 

Islam. 

4 Himawan 

Arifianto, 

(2015).
12

 

“Peran 

Koperasi 

Simpan 

Pinjam dan 

Efektifitas 

Kredit dalam 

Meningkatka

n 

Kesejahteraa

n Anggota 

KSP Lestari 

Mandiri 

memiliki 

peran dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

anggota. 

Upaya yang 

dilakukan 

yaitu tidak 

Pada 

penelitian ini 

lebih 

menekankan 

bagaiman 

peran KSP 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

anggotanya, 

                                                           
12

Himawan Arifianto, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan 

Efektifitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada 

Kantor KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang)” (2015). 
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(Studi Pada 

Kantor 

KSPPS 

Koperasi 

Simpan 

Pinjam 

Lestari 

Mandiri 

Kecamatan 

Lawang 

Kabupaten 

Malang)” 

hanya 

memberikan 

kredit tetapi 

juga 

memberikan 

pendampinga

n dalam 

rangka untuk 

memaksimalk

an 

penggunaan 

kredit yang 

telah 

diberikan. 

tetapi pada 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lebih 

menekankan 

peran KSPPS 

dalam 

memberdayak

an ekonomi 

masyarakat 

dalam 

perspektif 

ekonomi 

Islam. 

5 Variyetmi 

Wira, 

Gustati 

(2015).
13

  

“Upaya 

Penguatan 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Syariah 

Dalam 

Rangka 

Pemberdayaa

n 

Perekonomia

n Masyarakat 

Kota Padang 

”. 

Hasil 

Penelitian 

menunjukan 

bahwa KJKS 

sangat di 

rasakan 

kebermanfaat

an dalam 

pembangunan 

perekonomian 

masyrakat 

pada 

umumnya dan 

anggota pada 

khususnya 

dengan 

menerapkan 

prinsip-

Penelitian 

yang 

dilakukan 

lebih bersifat 

khusus yaitu 

pada peran 

KSP dalam 

peningkatan 

pendapatan 

pedagang 

kecil di Pasar 

Dasan 

Agung, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

yang peneliti 

akan lakukan 

                                                           
13

Variyetmi Wira, Gustati. Upaya Penguatan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat 

Kota Padang. Jurnal Akuntansi (2015). 
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prinsip 

syariah. 

bersifat 

umum yaitu 

pada 

masyarakat 

desa way dadi 

dan anggota 

KSPPS BTM 

BIMU 

Bandar 

Lampung. 

 

H. Metodologi Penelitian  

  Metodologi penelitian merupakan cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai penelitian:
14

 

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis yang mana dipergunakan sebagai menjawab 

permasalahan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif yaitu 

jenis penilitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau 

dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. 

Kirk dan Miller (1998) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan dari 

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya. 

Kemudian Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode 

penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang 

                                                           
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 2.  
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menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati.
15

  

 

2. Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kartigori 

yaitu:  

a. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti 

dari sumber asli
16

. Untuk mendapatkan data primer ini 

peneliti mengadakan observasi (pengamatan) serta 

wawancara kepada pengelola dan nasabah BTM Bina 

Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung berupa 

observasi dan wawancara langsung. 

b. Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi 

ini, antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.  

 

3. Subyek dan Objek Penelitian  

a. Subyek Penelitian 

  Subyek dalam penelitian ini adalah Lembaga 

Keuangan Mikro BTM BiMU Bandar Lampung. Dalam hal 

ini BTM BiMU sebagai lembaga keuangan yang 

menerapkan sistem mudharabah dalam pemberian 

pembiayaan modal kepada nasabah UMKM yaitu bagian 

penelitian dengan pengambilan data yang dilakukan 

terhadap orang yang paling mengetahui dan terlibat langsung 

dalam pembiayaan modal dengan akad mudharabah.  

   

b. Objek Penelitian  

                                                           
15

 Nurul Hidayati, Metode Penelitian Dakwah Dengan Penelitian 

Kualitatif (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2014), 8 
16

Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 102. 
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 Objek penelitian adalah sasaran penelitian. Dalam 

penelitian ini objek penelitiannya adalah mengenai 

pembiayaan modal kepada nasabah UMKM dengan sistem 

mudharabah dan apakah aplikasinya telah sesuai dengan 

syari’ah. 

 

4. Lokasi Penelitian  

       Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BTM Bina 

Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung tepatnya di Jl. 

Pulau Tegal No.17, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan 

Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian 

ini dikarenakan lembaga yang berkaitan adalah lembaga yang 

cukup strategis dan berdekatan dengan lokasi UMKM 

masyarakat setepat, sehingga mayoritas dari nasabah 

pembiayaan mudharabah adalah masyarakat yang memiliki 

usaha di sekitar pasar way dadi, Bandar Lampung. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa : 

a. Wawancara  

 Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk 

dijawab secara lisan. Peneliti akan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terkait peran Koperasi Simpan 

pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada BTM Bina Masyarakat Utama 

(BiMU) Bandar Lampung.  

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi menurut Suharsimi Arinkuto “mencari 

dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan 

masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya”. 
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6. Teknik Analisis Data  

       Teknik analisis data adalah proses penyususnan data agar 

data tersebut bias ditafsirkan serta menjelaskan kategori dan 

mencari hubungan antar berbagai konsep. Dalam menganalisis 

data peneliti menggunakan metode deskriptis analistis, yaitu 

suatu teknik analisis data dimana peneliti terlebih dahulu 

menerapkan semua data yang diperoleh dari pengamatan di 

lapangan kemudian menganalisisnya. 

I. Sistematika Penelitian  

 Agar karya ini mudah di pahami, peneliti menyusun 

beberapa bagian yang masing-masing berisi persoalan tertentu 

yang tetap berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika 

tersususn sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam Bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI  

 Dalam Bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang 

menjelaskan Peran, Pengertian KSPPS, Landasan Teori, Teori 

pengembangan dan Teori pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

 BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN 

PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS BTM BIMU)  

 Dalam Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek 

Penelitian pada Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

(KSPPS) BTM BiMU, sejarah koperasi tersebut, profil visi-misi, 

struktur organisasi manajemennya, serta produk-produk yang ada 

di KSPPS BTM BiMU.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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 Dalam Bab ini berisikan hasil penelitian tentang Peran 

Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM 

BiMU Bandar Lampung Dalam Mengembangkan dan 

Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.  

BAB V PENUTUP  

 Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan masalah 

yang diteliti dalam skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal  

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar 

“daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari 

pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian 

daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum 

berdaya.  

Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry 

Hikmat, pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat 

diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian 

sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Berbeda 

dengan pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya 

Harry Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai 

pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu 

terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya 

menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle mengartikan 

pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh 

orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan 

tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif 

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 

“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka 

sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber 

lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 

bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun 

demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk 
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mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam 

pengambilan keputusan.
17

 

Pemberdayaan diistilahkan dengan kata “empowerment” 

yaitu sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, 

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran 

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan 

potensi tersebut dengan tindakan yang nyata.
18

 Namun 

kesadaran yang dapat menghasilkan tindakan nyata tersebut 

terjadi apabila manusia itu mau berubah, sebab kebangkitan 

atau keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan 

tindakan mereka sendiri. 

2. Pengertian Peran  

 Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah 

sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang 

terutama.
19

 Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan 

dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan 

dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 

dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku 

yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, 

hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu 

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu.  

 Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia 

menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti 

                                                           
17

 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 3. 
18

 Eddy Ch. Papilaya, Wacana Pembangunan Alternative, 

(Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007), 42. 
19

 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN 

Balai Pustaka, Jakarta, 1984, 735. 
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bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

masyarakat kepadanya.
20

 

 Menurut James A.F Stoner dan R. Etward dalam buku 

Soekanto peran adalah pola-pola prilaku yang diharapkan dari 

seseorang indiviu dalam suatu unit sosial. Mereka 

menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat 

fungsional. Jadi peran adalah dimana seseorang atauinstitusi 

melakukan suatu kewajiban-kewajban tertentu ataupun 

hakhaknya dan juga melakukan hal-hal yang bersifat 

fungsional. 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh 

suatu kelompok orang atau lingkungan dilakukan oleh 

seseorang individu, kelompok, organisasi, dan lembaga karena 

status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan 

pengaruh pada kelompok atau lingkungan tersebut.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan 

dengan Koperasi yang berbasis syariah dapat disimpulkan 

bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-

usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena 

kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai 

lembaga berdasarkan asas gotong royong, yang diharapkan 

dapat memberikan pengaruh pada anggota maupun calon 

anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu 

mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral 

Islam. 

 Jadi, yang dimaksud dengan peran disini adalah suatu 

Institusi yaitu Koperasi Syariah BTM BIMU Kota Bandar 

Lampung berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya 

maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan usaha kecil 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2013, 212-213. 
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dan menengah dalam upaya meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

 Adapun Ruang Lingkup Peranan menurut Levison dalam 

buku Soekanto mengatakan ada tiga ruang lingkup peranan 

yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Yaitu suatu peranan yang berupa 

peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan 

bermasyarakat.  

b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan 

dalam kaitannya dengan upaya peningkatan 

perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun 

kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui 

prosesproses tertentu. 

3. Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS)  

a. Pengertian Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

(KSPPS) 

 Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu 

lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan 

pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat 

penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan Koperasi 

Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) atau 

sebelumnya yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan 

sesuai pola bagi hasil syariah. .  
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 KSPPS dinilai mampu memiliki peluang dan prospek 

kedepan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah 

yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dalam menjalankan 

fungsi dan perannya KSPPS menjalankan peran ganda yaitu 

sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sisi yang lain 

melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan 

menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Wakaf atau 

ZISWAF. 

 KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya 

hanya simpan pinjam pembiayaan syariah. Sesuai dengan 

peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan 

Usaha Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 

tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang di dirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 

dengan nilai dan prinsip koperasi.
21

 

 Usaha Simpan pinjam pembiayaan Syariah hanya 

dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. 

KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS 

Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder 

adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

KSPPS. Usaha Simpan pinjam pembiayaan Syariah wajib 

memiliki visi,misi dan tujuan yang diarahkan untuk 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Tentang 

Perkoperasian, diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 11.04 WIB 
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sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan 

tangguh.
22

 

b. Dasar Hukum KSPPS  

 KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BTM, 

maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS 

telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BTM. 

Pendirian BTM di Indonesia di keluarkannya kebijakan 

pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil 

yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan 

bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 

bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank 

berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 

oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia 

No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah 

lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal 

wat Tamwil (BTM) di berbagai wilayah, BTM pun tumbuh 

subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. 

 Landasan hukum koperasi syariah merupakan 

pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta 

kedudukan koperasi terhadap pelakupelaku ekonomi lainnya 

didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 

25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi 

Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:  

a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, 

landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.  

 b. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945. 
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Mentri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 2 

Ayat 2 diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 13.34 WIB 
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  Landasan koperasi menurut Al- Qur’an Surat Al- 

Baqarah ayat. 208 yaitu:  

بِعُوْا خُطُوٰتِ  ا تَتَّ
َ
ل ةًۖ وَّ افَّۤ

َ
مِ ك

ْ
ل وْا فِى الس ِ

ُ
مَنُوا ادْخُل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
﴿ يٰٓا

بِيْنٌ  مْ عَدُوٌّ مُّ
ُ
ك
َ
يْطٰنِِۗ اِنَّهٗ ل  ﴾ ٢٠٨الشَّ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke 

dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah 

ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang 

nyata bagimu. (Q.S AL-Baqarah : 208) 

 

 

c. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, 

ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. 

c. Tujuan dan Fungsi KSPPS  

 Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, 

KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan 

UUD 1945. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan 

ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut 

prinsip-prinsip Islam.  

 Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU 

No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarkat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
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masyarakatyang maju, adil, dan makmur berdasarkan 

pancasila dan UUD 1945”.  

  Berdarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis 

besarnya meliputi 3 hal yaitu:  

 a. Memajukan kesejahteraan anggota  

 b. Memajukan kesejahteraan masyarakat  

 c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.  

 Fungsi KSPPS sebagai berikut:  

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemapuan 

anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, 

guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.  

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar 

menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, 

dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- 

prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.  

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  

 d.Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.  

 e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota. 

d. Pembiayaan Mudharabah  

a) Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

 Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh 

penduduk irak, sedangkan hijaz menyebut mudharabah 

dengan istilah muqaradhah atau qiradh. Sehingga dalam 
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perkembangan lebih lanjut istilah mudharabah dan qiradh 

juga mengacu pada makna yang sama.
23

  

 Menurut bahasa Mudharabah atau qiradh yang berasal 

dari al-qardhu, berarti al-qath‟u (potongan) karena 

pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian 

keuntungannya.
24

 Mudharabah berasal dari kata dharb, 

berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau 

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.  

 Menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama 

usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul 

mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama 

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.
25

 

 Menurut Mikhalul Ilmi, Mudharabah adalah salah 

satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip 

berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing 

principle), dilakukan sekurang-kurangnya dua pihak, 

dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, 

disebut shohibul maal, sedangkan yang kedua memiliki 

keahlian dang tanggung jawab atas pengelolaan dana atau 

menejemen usaha halal tertentu.
26
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 Menurut Imam Mustofa, mudharabah adalah 

sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang 

lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan 

maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal 

(sahibul maal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan 

modal (mudarib) dengan presentase atau jumlah sesuai 

dengan kesepakatan.
27

 

 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Mudharabah adalah 

bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana 

pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan.
28

 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa mudharabah ialah akad kerjasama yang sesuai 

dengan syariat islam antara dua orang, dimana pihak 

pertama sebagai pemilik modal atau shahibul maal yang 

mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola dan 

pihak kedua sebagai pengelola modal( mudharib) 

tersebut, dengan perjanjian bagi hasil. 

b) Dasar hukum pembiayaan mudharabah 

 Hukum Mudharabah adalah boleh dengan 

berdasarkan pada ijma’. Rasulullah SAW pernah 

memperdagangkan barang dagangan Khadijah ra. dan 

pernah membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat 

menjadi nabi. Sejatinya, mudharabah sudah ada pada 

masa jahiliah. Dan, ketika Islam datang, ia 

mengakuinya. Ibnu Hajar berkata, “mudharabah sudah 

ada pada masa Rasulullah SAW beliau mengetahui dan 
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mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik 

mudharabah tidak diperbolehkan.
29

 

 

c) Rukun dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Mudharabah 

 Para ulama berbeda pendapat tentang rukun 

mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni 

lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan 

menggunakan mudharabah, uqaridah, muamalah, 

atau kata-kata yang searti dengannya. 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun 

mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang 

melakukan akad (al-aqidani), modal (ma’qud’alaih), 

dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi’iyah lebih 

memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, 

pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.  

 

Adapun Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam 

akad mudharabah adalah:
30

 

1. Akid ( orang yang melakukan akad ) 

2. Ma’kud Alaih ( objek akad ) 

3. Shighat ( ijab kabul ) 

 

b. Syarat Mudharabah 

1. Pelaku cakap hukum dan baliqh ( berakal dan 

dapat membedakan), sehingga jual beli 

dengan orang gila tidak sah dan jual beli 

dengan anak kecil dianggap sah jika seizin 

walinya. 
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2. Barang yang diperjualbelikan adalah barang 

halal, dapat diambil manfaatnya atau memiliki 

nilai, dan bukan merupakan barangbarang 

yang dilarang untuk diperjualbelikan. Barang 

tersebut dimiliki oleh penjual, harus diketahui 

secara spesifik oleh pembeli sehingga tidak 

ada gharar ( ketidakpastian). 

3. Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela 

diantara pihak-pihak pelaku akad yang 

dilakukan secara verbal maupun tertulis. 

 

d) Jenis-jenis Mudharabah 

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua 

jenis yakni, mudharabah mutlaqah dan mudharabah 

muqayyadah. 

a. Mudahrabah muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama 

antara shahib almal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh 

sering kali dicontohkan dengan ungkapan if’al 

maa syi’ta (lakukan sesukamu) dari shahib 

almal yang memberikan kekuasaan yang sangat 

besar. 

b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari 

mudharabah muthlakah. Mudharib dibatasi 

dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat 

usaha. Adanya pembatasan ini serin kali 

mencerminkan kecendrungan umum shahib al-

mal dalam  memasuki jenis dunia usaha.
31
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4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

 Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan 

Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan 

masayarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha 

pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu 

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. 

 Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya 

yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan 

memberdayakan.
32

 Pemberdayaan adalah upaya yang 

membangun daya masyarakat dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
33

 

Sedangkan ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan 

ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, 

kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi 

kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka 

dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. 
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 Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial.
34

 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud 

pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonseia 

sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga 

langkah- langkah yang nyata harus diupayakan agar 

perumbuhan ekonomi rakyat berlansung dengan cepat. 

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka 

diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat 

kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih 

baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan 

harga diri, dan kebutuhan kebebasan. 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar 

yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan 

mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. 

Pemberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat 

yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, 

terdidik dan kuat, memiliki nilai-nilai kekeluargaan, 

kegotongroyongan, dan kebhinekaan. Pemberdayaan 

dianggap sebagai upaya untuk membangun dengan 

mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Dengan demikian pemberdayaan 

masyarakat adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat. 

 Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. 

Pertama, penyadaran tentang dan peningkatan kemampuan 

untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang 

menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami 

golongan itu. Kedua, penyadaran tentang kelemahan 

maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan 
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meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar 

dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta 

mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan 

manajemen sumberdaya yang telah dimiliki.
35

 

b. Indikator Pemberdayaan Ekonomi 

 Salah satu indikator telah berdaya nya perekonomian 

adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan 

baik, yaitu meningkatnya produksi serta meningktanya atau 

terpenuhinya konsumsi dari anggota/masyarakat tersebut. 

Pengembangan ekonomi dalam islam mengidikasikan 

bahwa perhatian islam terhadap bidang ekonomi merupakan 

bagian dari syariah yang menjadi tuntutan dalam upaya 

pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan 

pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi 

dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal 

lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan 

kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang 

mendasar, dan memerangi kemiskinan (Sholihan, 

2006:393).  

 Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), 

pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang 

merupakan pengerahan sumber daya untuk 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk 

meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber 

daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar 

keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.  

 Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat dua faktor yang dapat dijadikan indikator 

atau sebagai tolak ukur sebuah perekonomian 

anggota/masyarakat dikatakan telah berdaya atau tidak, 

yaitu:  

 a. Meningkat atau terpenuhinya konsumsi.  

 b. Meningkatnya produksi. 
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c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

 Konsep pemberdayaan member kerangka acuan 

mengenai kekuasaan, dan kemampuan yang meliputi sosial, 

ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan 

menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

yang lemah untuk memiliki akses terhadap sumber- sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang- barang, dan jasa- 

jasa yang mereka perlukan serta dapat ikut berpartisipasi 

dalam proses pembangunan.
36

  

 Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi 

tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, 

tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi 

masyarakat, penguatan sumber daya manusia dan 

penyediaan perasarananya.  

b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau 

penguatan ekonomi raykat harus dilakukan secara 

elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan 

ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha 

mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar 

adalah jalan yang harus ditempuh.  

c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi 

adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju 

ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien. 

 

d. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

   Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk 

meningkatkan harkat martabat masyarakat dalam 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk 
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memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-

kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik 

karena kondisi internal (presepsi dari masyarakat itu 

sendiri) dan kondisi ekstrnal (ditindas oleh struktur social 

yang tidak adil). 

   Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi 

yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup 

yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 

melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan 

kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat 

berkembang, karena disetiap daerah memiliki potensi yang 

apabila dimanfaaatkan dengan baik akan membantu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan 

diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.  

   Upaya yang dilakukan BTM dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yaitu dengan membuat masyarakat 

atau suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk 

memberdayakan dirinya sendiri, untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari 

pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain ada 

kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya 

harus ada keyakinan bahwa mereka memang mampu 

berbuat. 

B. Kerangka Pemikiran  

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifiksi sebagai masalah yang penting. Alur pemikiran dalam 

penelitian ini adalah diawali dari peran KSPPS BTM Bina 

Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung dalam menyalurkan 

pembiayaan mudharabah kepada anggota dan masyarakat. Dengan 

pembiayaan mudharabah ini diharapkan membawa dampak positif 

bagi anggota atau masyarakat pada umumnya.  
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 Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Bina 

Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lampung dapat digunakan 

untuk keperluan usaha dan konsumtif dalam pemenuhan 

kebutuhannya. Hingga akhirnya berdampak pada perekonomian 

anggota dan masyarakat. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

KSPPS BTM BIMU 

Bandar Lampung 

 

 

 

Mudharabah  

 

 

 Dari kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwasannya Baitut 

Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai lembaga keuangan non 

bank yang mempunyai pembiayaan Mudharabah, dalam 

penyalurannya diberikan untuk pembiayaan modal usaha 

(diwujudkan dalam pemberian pinjaman modal guna menunjang 

usaha). Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

 

Pembiayaan Modal 

Usaha 

Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek 

1. Profil KSPPS BTM BiMU  

 BTM BIMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah 

yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis 

Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 

dengan nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, 

namun sesuai dengan peraturan Kemenkop, pada RAT TB 

2015 berubah menjadi KSPPS BTM BIMU yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil 

Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.
37

 

 Baitut Tamwil memiliki arti yang diambil dari dua 

suku kata yaitu Bait yang berarti bangunan atau rumah dan 

At-Tamwil yang berarti pengembangan harta, jadi Baitut 

Tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan 

pengembangan usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui 

kegiatan pembiayaan dan menabung.  

 Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang 

dibawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi 

dan Kewirausahaan PWM Lampung. Pada mulanya BTM 

mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi 

Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- 

(Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah BTM menjalankan 

fungsinya sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam 

bidang jasa keuangan khususnya pembiayaan usaha yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (bagi hasil).  

 Hal ini ditandai dengan mulainya kegiatan 

pembiayaan pada pedagangpedagang kecil yang ada di pasar 
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tradisional Way Halim Bandar Lampung. Keberadaan BTM 

diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan 

Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil hal 

Muhammadiiyah Lampung. 

 

2. Visi dan Misi BTM BIMU  

a. Visi BTM BIMU adalah “Menjadi Koperasi Syariah 

Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan 

Dakwah Ekonomi Muhammadiyah”.
38

 

b. Misi BTM BIMU:  

1)  Mensejahterakan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya dengan sistem 

ekonomi syariah.  

2)  Menyajikan produk-produk transaksi syariah yang 

sesuai dengan kebutuhan anggota.  

3) Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan 

akuntabel kepada masyarakat. 

4)  Melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang 

lembaga keuangan syariah, mampu berkompetisi 

dan berakhlakul karimah.  

5) Mengembangkan kerjasama yang baik dengan 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) 

dalam meningkatkan perekonomian ummat.  

6)   Mendasarkan setiap aktivitas pada tata kelola yang 

akuntabel. 

 

3. Logo dan Makna BTM BIMU  

a. Logo 

Logo KSPPS BTM BIMU memiliki ciri khas 

berbentuk matahari yang memancarkan 12 sinar hijau 

yang mengarah keseluruh penjuru dan ditengahnya 

terdapat logo Koperasi Indonesia. Nama KSPPS BTM 

Bina Masyarakat Utama dan Badan Hukum Pertama 
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terletak melingkar mengelilingi logo Koperasi 

Indonesia. 

Berikut pengertian Logo BTM BIMU:  

1)  Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya 

dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk 

hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi 

kekuatan cikal bakal biologis. BTM BIMU 

diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan 

dalam membangun dan mengembangkan 

ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islami.  

2)  Dua belas sinar matahari yang memancar ke 

seluruh penjuru diibaratkan sebagi tekad dan 

semangat BTM BIMU dalam memperjuangkan 

ekonomi syariah, semangat yang pantang mundur 

dan pantang menyerah seperti kaum Hawari 

(sahabat Nabi Isa SAW yang berjumlah 12 

orang).  

3) Matahari dengan 12 sinar merupakan logo 

Muhammadiyah yang bermakna BTM BIMU 

menjadi garda terdepan dalam mendukung 

gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah.  

4) Warna hijau melambangkan kedamaian dan 

kesejahteraan.  

 

b. Nilai-nilai yang mendasari budaya kerja pada BTM 

BIMU Bandar Lampung adalah HASAN yaitu sebagai 

berikut:  

1)  Integrity : berfikir, bertindak terpuji dan menjadi 

teladan.  

2) Humanity : menjaga dan menjunjung tinggi 

persaudaraan, kemanusiaan dan mewujudkan 

masyarakat berkeadilan yang religius.  

3) Spirituality : beriktihiar meningkatkan 

pelaksanaan nilai-nilai keyakinan   yang 

sempurna. 
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4) Accountabillity : Tata kelola usaha yang terbaik 

dan dapat dipertanggungjawabkan.  

5) Network : Memperluas jaringan usaha dan 

meningkatkan mutu layanan.
39

 

 

4. Motto KSPPS BTM BIMU  

Motto KSPPS BTM BiMU adalah “Melayani Sepenuh 

Hati Menggapai Ridho Illahi”. 

 

5. Kelembagaan BTM BIMU berdiri dengan badan 

hukum KOPERASI.  

Badan Hukum : No. 024/BH/DKPKPM/X/2005 

Akta Pendirian  : No. 11Tanggal 09 Agustus 2005 

     (Notaris Budi Kristiyanto, S.H) 

Akta Perubahan : No. 78 Tanggal 16 Desember 2010 

     (Notaris Budi Kristiyanto, S.H) 

Akta Perubahan : No. 02 Tanggal 01 juni 2011 

     (Notaris Budi Kristiyanto, S.H) 

Akta Perubahan : No. 21 Tanggal 26 Oktober 2016 

     (Notaris TB.Lukman Suheru, S.H) 

SIUP  : No. 1082/510/5/PK/XI/2007 

SITU  : No. 1458/ii/e/tkp/2007 

TDP  : No. 070126500313 

NPWP  : No. 02.707.215.6-322.000 

 

6. Kantor Cabang KSPPS BTM BIMU 

  

a. Cabang Ahmad Dahlan. Jl. Ratu Dibalau, Way 

Kandis–Bandar Lampung sebagai berikut: 

  

                                                           
39

 Ibid. 



43 
 

 1) Kantor Kas Way Kandis : Jl. Ratu Dibalau, Way 

Kandis, Bandar Lampung. 

 

2) Kantor Kas Untung : Gg Persatuan, Labuhan 

Dalam, Tj Senang.  

 

3) Kantor Kas Way Halim : Jl. Gn Rajabasa Raya, 

Perumnas Way Halim.  

 

4) Kantor Kas Kota Karang : Jl. Laksamana RE 

Martadinata, Keteguhan, Teluk Betung Barat.  

 

5) Kantor Kas Tempel WH : Way Halim Permai, 

Bandar Lampung  

 

6) Kantor Kas Gintung : Tanjung Karang Pusat, 

Bandar Lampung.  

 

7) Kantor Kas Koga : Jl. Teuku Umar, Sidodadi, 

Kedaton.  

 

8) Kantor Kas Damar : Jl. Pulau Damar (Depan 

Masjid Tawakal), Way Dadi Baru, Sukarame.  

 

9) Kantor Kas Untung Stasiun : Pasar Untung Stasiun 

Kota Bandar Lampung. 

 

10) Kantor Kas Tugu : Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, 

Tj Karang Bandar Lampung.  

 

11) Kantor Kas Tempel Sukarame : Pasar Tempel 

Sukarame, Way Dadi, Sukarame.  

 

b. Cabang Kh Mas Mansyur. Jl. Mess Pemda, Gisting 

Bawah, Campang, Gisting, Kab. Tanggamus adalah 
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Kantor Kas Gisting : Pasar Gisting Kabupaten 

Tanggamus.  

 

c. Cabang Ki Bagus Hadikusumo. Jl. Makam KH. Gholib 

No. 112 Komplek Kampus STKIP Muhammadiyah, 

Pringsewu sebagai berikut:  

1) Kantor Cabang Pembantu : Jl. Hm GhardiI No 29, 

Ambarawa, Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu.  

       2) Kantor Kas Pesawaran : Pasar Baru, Kedondong, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung.  

 

d. Cabang Kh Ibrahim. Jl. Raya Pasar Patok, Sidoharjo, 

Way Panji, Lampung Selatan.  

 

e. Cabang Kh Badawi. Jl. Antilop IV Blok E1 No. 31, 

Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. 
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7. Struktur Organisasi BTM BIMU 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BTM BIMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tujuan Pembiayaan KSPPS BTM Baitut Tamwil 

Muhammadiyah (BiMU) 

Pembiayaan yang diberikan Baitut Tamwil 

Muhammadiyah kepada pengusaha mikro diberikan 

dalam rangka. 

a. Upaya memaksimalkan laba, Setiap usaha yang 

dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan 
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laba usaha, setiap pengusaha menginginkan mampu 

tercapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan 

laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana 

yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan resiko, usaha yang dilakukan 

agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka 

pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang 

mungkin timbul, resiko kekurangan (modal usaha 

dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya 

ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan 

mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya 

manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya 

alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber 

modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan 

pembiayaan dengan demikian pembiayaan pada 

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber 

ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan 

masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan, 

sementara ada pihak yang kekurangan, dalam 

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme 

pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana (surplus) 

kepada pihak yang kekurangan dana (minus). 

9. Produk-produk koperasi simpan pinjam & 

pembiayaan syariah BTM BiMU Bandar Lampung  

 Produk-produk Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah 

antara lain: 

1. Bill Payment 

        Bill Payment atau Payment Oline Bank 

(PPOB) adalah loket jasa pembayaran tagihan online 

yang tersebar di seluruh jaringan kantor BTM 

Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam 

membayar tagihan- tagihan rutin bulinan: Tagihan 
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PLN, Telkom, TV Kabel, BPJS, Pembelian pulsa 

handphone hingga pembelian tiket pesawat. 

 

2. Produk Pembiayaan 

a. Musyarakah (kemitraan usaha) yaitu akad-akad 

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, 

masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana sesuai dengan porsi usaha yang disepakati. 

Sementara keuntungan yang diperolehmaupun 

kerugian yang mungkin timbul akan dibagi 

secara profesional atau sesuai dengan 

kesepakan bersama.  

b. Mudharabah (Bagi Hasil) yaitu akad kebutuhan 

modal dengan pihak pengelolah usaha 

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

bersama. Keuntungan yang di peroleh di bagi 

menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. 

Dalam hal terjadi kerugian, akan di tanggung 

oleh pihak modal, selama bukan diakibatkan 

karena kelalaian penengelolah usaha akan 

menjadi tanggung jawab pengelolah itu sendiri. 

Pemilik modal tidak turut campur dalam 

pengelolahan usaha tetapi mempunyai hak 

untuk melakukan pengawasan.  

 

c. Murabahah (jual beli) yaitu akad jual beli atas 

suatu barang dengan harga yang disepakati 

antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya 

penjual menyebutkan dengan sebernarnya harga 

perolehan atas barang tersebut dan besarnya 

keuntungan yang diperolehnya. Atau dengan 

kata lain fasilitas penyaluran dana dengan 

sistem jual beli yang menggunakan akad 

murabahah. BTM bandar lampung akan 
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membelikan barang barang halal apa saja yang 

nasabah butuhkan kemudian menjualnya 

kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan 

kemampuan nasabah. Produk ini dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha 

(modal kerja dan investasi: pengadaan barang 

modal seperti mesin, peralatan) maupun pribadi 

misalnya pembelian kendaraan bermotor. 

Adapun Ketentuan yaitu:  

1) Anggota dan BTM harus melakukan akad 

murabahah yang bebas riba 

2) Barang yang dijual belikan tidak diharamkan 

oleh syariah islam 

3) BTM membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati 

kualitasnya 

4) BTM membeli barang yang diperlukan 

nasabah atas nama koperasi sendiri dan 

pembelian inin harus sah serta bebas dari 

riba 

5) BTM harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian misalnya, jika 

pembelian dilakukan secara utang 

6) BTM kemudian menjual barang tersubut 

kepada anggota (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga beli plus keuntungannya. 

Dalam kaitan ini koperasi harus 

memberitahukan secar jujur harga pokok 

barang kepada anggota berikut biaya yang 

diperlukan 

7) Anggota membayar harga barang yang telah 

disepakati tersebut pada jangka tertentu yang 

telah disepakati 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

atau kerusakan akad tersebut, pihak BTM 
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dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

anggota 

9) Jika BTM hendak mewakilkan kepada 

anggota untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik KSPPS 

10) Pembelian barang oleh petugas BTM 

11) Penyerahan baranf dari petugas BTM 

kepada pihak anggota 

 

d. Hiwalah (pengalihan hutang/take over) yaitu 

akad pemindahan membayar hutang dari orang 

berhutang (Al muhiil) Kepada yang memberi 

hutang (Al muhal alaih) atas dasar saling 

mempercayai.  

 

e. Ijarah (Sewa/jasa) yaitu akad pengalihan hak 

penggunaan atas suatu suatu barang untuk 

jangka waktu tertentu dengan kompensasi 

pembayaran uang sewa, tanpa diikuti oleh 

perubahan kepemilikan atas barang tersebut. 

 

f. Qordhul Hasan (Dana kebijakan/Sosial) yaitu 

merupakan pembiayaan yang diberikan oleh 

satu pihak kepada pihak lain yang harus 

dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, 

namun tanpa disetai imbalan apa pun 

pembiayaan yang diberikan tersebut adalah 

dalam rangka saling membantu dabn buka 

merupakan transaksi komersil disamping itu 

juga menyediakan penumpangan dan 

penyaluran zakat. 

 

3. Produk Simpanan Mudharabah 
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1. Si Muda Berjangka (SMB) 

Simpanan Mudhorobah Berjangka (SMB) 

mengubah cara investasi anda dengan sesuatu 

yang lebih bermakna. Simpanan Mudhorobah 

Berjangka adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 

tertentu sesuai kesepkatan. Simpanan akad 

berdasarkan prinsip syariah mudharabah dengan 

nisbah sebagai berikut: 

  Jangka waktu 3 bulan nisbah 70% BTM, 

30% Anggota 

 Jangka waktu 6 bulan nisbah 50% BTM, 

50% Anggota 

 Jangka waktu 9 bulan nisbah 40% BTM, 

60% Anggota 

 Jangka waktu 12 bulan nisbah 30% BTM, 

70% Anggota 

 Jangka waktu 24 bulan nisbah 15% BTM, 

85% Anggota 

Keuntungan: 

a. Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar 

dan kompetitif 

b. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan 

c. Nisbah (proporsi) bagi hasil besar dari 

pada tabungan umum syariah 

Persyaratan: 

a. Mengisi formulir permohonan 

pembukaan simpanan berjangka  

b. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) 

c. Ketentuan setoran minimal Rp.5.000.000 

d. Jangka waktu yyang fleksibel 3,6,9,12,24 

bulan 
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2. Si Muda Tarbiyah 

Simpanan Mudhorobah Tarbiyah merupakan 

simpanan anggota untuk keperluan biaya 

pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal Rp. 

10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi 

yang bisa diambil per semester dan akan diberikan 

bagi hasil sesuai dengan saldo akhir  simpanan 

setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam 

bentuk  bingkisan. Apabila diambil sebelum 

waktunya bagi hasil akan dimasukkan kerekening 

ZIS (Zakat, Infak dan Sodakoh). Akad 

berdasarkan prinsip syariah Mudharabah dengan 

nisbah 25% Anggota, 75% BTM 

Ketentuan: 

a.  Aman dan transparan sehingga dengan 

mudah membantu perkembangan dana 

setiap bulan 

b. Transaksi mudah dan bebas dari riba 

c. Pengurus lembaga tidak disibukan dengan 

urusan keuangan terutama pada saat 

pembagian tabungan siswa di akhir tahun 

pendidikan 

d. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal 

dan menguntungkan 

e. Gratis biaya administrasi 

 

3. Si Muda Prestasi  

Simpanan Mudharabah Prestasi adalah 

simpanan sekolah secara kolektif. Simpanan ini 

bertujuan untuk membantu anggota melalui 

lembaga sekolahnya untuk mempersiapkan 

kebutuhan pada saat tahun ajaran baru dan 

penarikan simpanan hanya boleh dilakukan akhir 

tahun pelajaran. Akad yang digunakan adalah 
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Mudharabah dengan nisbah 40% anggota, 60% 

BTM 

Ketentuan:  

a. Aman dan transparan sehingga dengan mudah 

membantu perkembangan dana setiap bulan 

b. Transaksi mudah dan bebas dari riba 

c. Pengurus lembaga tidak disibukan dengan 

urusan keuangan terutama pada saat 

pembagian tabungan siswa di akhir tahun 

pendidikan 

d. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal 

dan menguntungkan  

e. Mendapatkan Bea Siswa bagi siswa tidak 

mampu senilai 150.000 dengan kebijakan dari 

BTM BiMU 

f. Gratis biaya administrasi 

 

4. Si Muda Qu 

Simpanan Mudarabah Qurban merupakan 

simpanan untuk membantu memudahkan anggota 

merencanakan untuk ikut berqurban pada hari 

raya Idhul Adha, dengan saldo Rp. 10.000,- dan 

setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa 

diambil setiap satu tahun sekali atau dua minggu 

(14 hari) sebelum hari raya idhul adha, dan akan 

diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir 

simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan 

dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum 

waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening 

ZIS (zakat, infak, sodakoh). Akad yang digunakan 

adalah Mudharabah dengan nisbah 40% anggota, 

60% BTM 

Keuntungan: 
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a. Mempermudah perencanaan keuangan untuk 

pembelian hewan kurban dan aqiqah  

b. Mendapatkan bagi hasil yang halal dan 

kompetitif 

c. Membantu semua ummat (ta’wun) 

 

5. Si Muda Fitri 

Simpanan Mudhorobah Fitri merupakan 

simpanan berjangka 12 bulan uuntuk keperluan 

Hari Raya Idhul Fitri, dengan saldo awal Rp. 

10.000,- dan setoran selanjutnya tidak ditentukan 

yang bisa diambil setiap 1 tahun sekali, dua 

minggu (14 hari) sebelum hari raya  idhul fitri dan 

akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo 

akhir simpanan setiap bulan yang akan 

dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila 

diambil sebelum waktunya bagi hasil akan 

dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak dan 

sodakoh). Akad yang digunakan adalah 

Mudharabah dengan nisbah 40% anggota, 60% 

BTM 

Keuntungan: 

a. Transaksi mudah dan transparan sehingga 

memudahkan melihat perkembangan setiap 

saat, aman, terhindar dari riba dan haram 

b. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal 

dan menguntungkan yang akan dirupakan 

barang untuk kebutuhan hari raya sesuai 

kebijakan BTM BiMU 

c. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan 

 

6. Si Muda Umrah 

Simpanan Mudhorabah Umrah adalah 

simpanan anggota untuk membantu keinginan 

anggota dalam melaksankan ibadah Umrah. Akad 
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yang digunakan adalah Mudharabah dengan 

nisbah 40% anggota, 60% BTM. Manfaat dan 

Keuntungan: 

a. Kemudahan melakukan setoran tabungan 

setiap saat 

b. Mendapatkan tambahan bagi hasil yang 

kompetitif 

c. Ikut membantu semua ummat (ta’awun) 

d. Aman, terhindar dari riba dan haram 

e. Dapat mengajukan dana talangan umrah 

maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah 

dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku 

 

7. Si Wadu 

Simpanan Wadiah Ummat adalah simpanan 

anggota yang setoran dan penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan 

anggota. Simpanan diakad berdasarkan prinsip 

syariah Wadiah Yad Dhamanah. 

Ketentuan: 

a. Aman dan transparan, bebas dari riba, 

transakasi mudah dan sesuai syariah 

b. Bagi hasil menguntungkan dan halal 

c. Tanpa biaya administrasi bulanan 

d. Ikut membantu semua ummat (ta’awun) 

 

8. Si WaJi 

Simpanan Wadiah Haji adalah Simpanan 

anggota untuk membantu keinginan anggota 

melaksanakan ibadah haji. Simpanan diakad 

berdasarkan prinsip syariah Wadiah Yad 

Dhamanah dengan nisbah 50% anggota, 50 BTM. 
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B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah di KSPPS 

BTM BiMU  

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan  

Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU 

yaitu :  

a. Membuka simpanan pokok dan simpanan wajib.  

b. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.  

c. Bersedia diminta data oleh petugas BTM  

d. Akad/Pengikatan oleh petugas BTM  

2. Syarat-syarat dan Kelengkapan Pengajuan Pemberian 

Pembiayaan Syarat-syarat pengajuan pemberian 

pembiayaan di KSPPS BTM BiMU yaitu :  

  a. Mengisi aplikasi permohonan  

  b. Foto copy KTP pemohon suami istri  

  c. Keterangan Domisili d. Kartu keluarga  

  e. Foto copy buku nikah  

  f. Slip gaji asli  

  g. Surat pernyataan potong gaji 

  h. Foto copy rekening listrik  

  i. Foto copy buku tabungan  

  j. SIUP, TDP, NPWP dan keterngan usaha.  

    

   Dalam mengajukan kelengkapan pengajuan 

permohonan pembiayaan yang diajukan ke BTM Bandar 

Lampung harus dilengkapi dengan: Untuk perseorangan 

syaratnya yaitu:  

  a. Aplikasi Permohonan  

  b. KTP yang berlaku  

  c. Surat Nikah untuk yang sudah berkeluarga  

  d. NPWP  

  e. Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir  

  f. Slip gaji asli  

  g. Surat pernyataan potong gaji  

  h. Copy Agunan  

   



56 
 

   Untuk anggota yang memiliki Badan Usaha syaratnya 

yaitu:  

  a. Aplikasi permohonan  

  b. KTP yang berlaku Pengurus dan Pengelola  

  c. AD / ART Badan Hukum  

  d. NPWP  

  e. SIUP untuk Badan Usaha  

  f. Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir 

   

3.Penilaian dan Survei Pembiayaan  

 Pembiayaan diberikan berdasar hasil penilaian 

kelayakan atas usaha calon anggota, performance, kapasitas, 

dan jaminan sebagai beriku:  

Tabel 3.1 

Tabel Penilaian Pembiayaan 

 

Aspek  Obyek yg Dianalisa Sumber 

Character 

(40%) 

- lama usaha  

- reputasi usaha  

- administrasi usaha  

- tempat tinggal  

- tempat usaha  

- usia 

- Gambaran umum 

sesuai format 

aplikasi/ isian 

 - Informasi dari 

pihak ketiga 

Capacity/ 

Kapasitas 

(40%) 

- Laba 

bersih/kewajiban  

- Laba usaha / omset  

- Modal sendiri  

- Perputaran piutang  

- Perputaran 

persediaan 

- Kinerja rasio 

Keuangan  

- Cash flow  

- SIUP, NPWP, 

TDP, TDR, 

AD/RT  

- Latarbelakang 

Pendidikan  

- Info pihak ketiga 

Collateral/ 

Jaminan (20%)  

- nilai taksasi 

jaminan dibanding 

pembiayaan yang 

diberikan  

- NJOP PBB  

- Tahun 

pembuatan  

- Kondisi fisik  
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- kecenderungan 

fluktuasi nilai 

jaminan  

- kepemilikan 

jaminan  

- marketable  

- kondisi jaminan 

(fisik & aspek 

hukum)  

- kemudahan 

pengikatan 

- Harga pasaran 

yang sama / 

sejenis  

- Info lingkungan  

- Info pihak 

berwenang 

 

Adapun survei pembiayaan KSPPS BTM BiMU yaitu :  

 

a. Pemeriksaan usaha pada saat survei untuk:  

1) Memverifikasi/mencocokkan data nama, alamat, 

usaha.  

2) Memverifikasi kemampuan financial anggota 

(aspek ekonomi) sebagaimana diinformasikan pada 

aplikasi pembiayaan.  

3) Menilai kewajaran perhitungan pendapatan dan 

biaya dalam.  

 b. Pemeriksaan atas jaminan dengan Pemeriksaan / on the 

spot meliputi:  

1) Keaslian dan keabsahan dokumen kepemilikan 

(sertifikat tanah, BPKB dan faktur, STNK, dll).  

2) Keaslian nomor rangka dan nomor mesin.  

3) Kondisi fisik pada saat ini.  

4) Penilaian jaminan asset dan untuk menghitung nilai 

likuidasinya 
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C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan 

di KSPPS BTM BiMU dalam Perspektif Ekonomi Islam  

 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

  Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

pembiayaan yang dilakukan KSPPS BTM BiMU Bandar 

Lampung adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada 

masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk 

kegiatan produksi usahanya. Pemberdayaan dibidang 

ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan 

dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada 

kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. 

  Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

pembiayaan adalah peminjaman modal untuk pengembangan 

usahanya terhadap msayarakat kecil dan menengah sehingga 

mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. 

2. Sasaran Pemberdayaan  

 Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai atau 

diberdayakan oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung 

adalah :  

a. Investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang banyak  

dibiayai secara ekonomis. 

b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang 

kaki lima dan usaha mikro produktif lainnya.  

c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan 

berpenghasilan tetap baik dari pegawai, PNS, dan 

pegawai swasta.  

d. Nasabah yang secara umum yang layak dibiayai secara 

ekonomis. 

 

3. Bentuk Pemberdayaan  
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 Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS 

BTM BiMU melalui pembiayaan yaitu adanya sistem 

pembiayaan pada KSPPS BTM BiMU, dimana sistem 

pembiayaan merupakan bagian-bagian dan sub bagian yang 

bekerja secara terkait dan terpadu dalam proses pemberian 

pembiayaan kepada UKM atau nasabah. 

 Pembiayaan yang diberikan seperti mudharabah yang 

diberikan seperti kepada para pedagang yang membutuhkan 

pembiayaan dan dalam hal pemberdayaan di KSPPS BTM 

BiMU juga adanya macam-macam simpanan yang telah 

dibahas diatas sehingga dalam hal mendesak nasabah 

mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa dipakai atau 

diambil kapanpun sesuai dengan keperluan nasabah. Dan itu 

termasuk dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif. 

 

4. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

 Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan 

ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang 

lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk 

menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan 

akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, 

akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses 

terhadap permintaan.  

 Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, 

pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, 

bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan 

kepada salah satu kelompok pembiayaan untuk 

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan 

yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga 

diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, inilah 

yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan 

pemberdayaan masyarakat. 

 Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS 

BTM BiMU memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan usaha dimana hal ini menunjukkan bahwa 
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pembiayaan yang dilakukan di BiMU memberikan dampak 

terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lokasi 

usaha responden UMKM perdagangan (pasar) yang strategis 

menjadi penyebab utama perkembangan usaha meningkat. 

Hal ini disebabkan omset sektor perdagangan yang bersifat 

harian (tiap hari) sehingga perputaran uangnya lebih cepat 

dibandingkan sektor lainnya.  

Berikut merupakan highlight dari perspektif keuangan: 

 

Tabel 3.2 

Asset BTM BiMU 2018-2020 

 

KEYFINANCIAL 

HIGHLIGHT 

2018 2019 2020 

Pembiayaan 14.721.559.975 53.805.797.228 24.533.448.269 

Ekuitas 1.876.496.486 4.511.840.000 5.526.806.708 

Simpanan Anggota 16.521.278.969 11.504.995.765 5.845.608.926 

Simpanan Mudharabah 

Berjangka 

9.584.999.994 10.158.800.000 4.770.000.000 

Dana Pihak Ketiga 9.932.868.379 42.264.643.227 24.832.848.245 

Asset 41.327.696.752 71.915.439.511 44.370.823.588 

Modal 4.596.932.625 7.987.000.520 8.702.720.937 

Pendapatan 4.590.173.885 5.038.343.473 5.881.314.912 

Laba 46.963.904 727.101.233 215.037.348 

 

Berikut merupakan tabel anggota BTM BiMU (2018-2020) :  

Tabel 3.3 

Daftar Anggota Yang Memperoleh Pembiayaan Mudharabah di BTM 

BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

Data Tahun 2018 

N0 Nama Anggota Jenis Usaha Realisasi Tenor 

1 Arman Pedagang Daging 80.000.000 3 Tahun 

2 Sukmi Pedagang Buah 20.000.000 3 Tahun 

3 Maryatul Pedagang Pakaian 10.000.000 2 Tahun 

4 Agus.s Bengkel Motor 15.000.000 2 Tahun 

5 Dariah Pedagang Sembako 50.000.000 3 Tahun 
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6 Salimah Pedagang perabotan 12.000.000 2 Tahun 

7 Ihsan Warung Makan 8.000.000 1 Tahun 

8 Iman Penjahit 6.000.000 1 Tahun 

9        Hanimah Pedagang Sayuran 4.000.000 8 Bulan 

10 Maryanti Pedagang Sembako 40.000.000 3 Tahun 

11 Miswanto Pedagang Ikan 25.000.000 3 Tahun 

12 Retno Bengkel Motor 20.000.000 3 Tahun 

13 Teguh Setiawan Pedagang Buah 15.000.000 2 Tahun 

14 Darwis Elektronik 70.000.000 3 Tahun 

15 Poniman Pedagang Sayuran 5.000.000 1 Tahun 

16 Yanti Warung Makan 7.000.000 1 Tahun 

17 Lilis Setiawati Pangkas Rambut 5.000.000 1 Tahun 

18 Waginah Pedagang kue 2.000.000 6 Bulan 

19 Saminem Pedagang Sembako 30.000.000 3 Tahun 

20 Nur Utami Pedagang Sembako 55.000.000 3 Tahun 

21 Endang. S Pedagang Pakaian 10.000.000 2 Tahun 

22 Maryadi Warung nasi uduk 3.000.000 8 Bulan 

23 Kholidin Pedagang alat tulis 15.000.000 2 Tahun 

24 Wawan  Fotokopian 25.000.000 3 Tahun 

25 M.Setiawan Pedagang Perabotan 9000.000 2 Tahun 

26 Joni Irawan Pedagang Daging  30.000.000 3 Tahun 

27 Luluk Warung Makan 7.000.000 1 Tahun 

28 Sri Hartati Pedagang Pakaian 10.000.000 2 Tahun 

29 Halimah Pedagang sayur 8.000.000 1 Tahun 

30 Yanto Pedangan Aksesoris 5.000.000 1 Tahun 

31 Suratmi Pedagang Pakaian 12.000.000 2 Tahun 

32 Nurul      Salon kecantikan 15.000.000 2 Tahun 

33 Wanto Pedagang Sayuran 3.000.000 6 Bulan 

34 Rudi Saputra Konter Handphone 20.000.000 3 Tahun 

 

Tabel 3.4 

Daftar Anggota Yang Memperoleh Pembiayaan Mudharabah di BTM 

BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

Data Tahun 2019 

 

No Nama Anggota Jenis Usaha Realisasi Tenor 

1 Aprida Pedagang Tas 4.000.000 1 Tahun 
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2 Almusa Pedagang Alat Sekolah 3.000.000 6 bulan 

3 Achmad Junaedi Bengkel 20.000.000 2 Tahun 

4 Aisyah Pedagang Sayur 1.000.000 3 bulan 

5 Anton Adi Wijaya Mebel 50.000.000 3 Tahun 

6 Choirunnisa Pedagang Sembako 70.000.000 3 Tahun 

7 Dian Ardiansyah Pedangang 6.000.000 1 Tahun 

8 Demi Efriani Pedangan Aksesoris 2.000.000 3 bulan 

9 Dedi Saprianto Pedagang Sayur 3.000.000 6 bulan 

10 Etik Mariyani Loundry 40.000.000 3 Tahun 

11 Endah Krismiati Pedagang Tas 10.000.000 2 Tahun 

12 Edi Maryanto Pedagang Sepatu 10.000.000 2 Tahun 

13 Effendi Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

14 Eka Dwi Sumarni Pedagang Sayur 1.500.000 4 bulan 

15 Ema Dahlena Pedagang Sembako 30.000.000 3 Tahun 

16 Ferry Irawan Pedagang Alat Tulis 5.000.000 1 Tahun 

17 Gunaryo Pedagang Sembako 40.000.000 3 Tahun 

18 Hizwantini Counter Handphone 30.000.000 3 Tahun 

19 Hengky Simamora Pedagang Sepatu 5.000.000 1 Tahun 

20 Hartini Pedagang Sayur 4.000.000 8 bulan 

21 Isron Ina Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

22 Jumiati Pedagang Sayur 1.000.000 3 bulan 

23 Lindasari Pedagang Aksesoris 5.000.000 1 Tahun 

24 Lia Agustina Counter Handphone 30.000.000 3 Tahun 

25 Luluk Martini Pedagang Sayur 3.000.000 6 bulan 

26 Lilis Rodiah Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

27 Muhtar Muhi Pedagang Sembako 70.000.000 3 Tahun 

28 Marsadi Warung Makan 5.000.000 1 Tahun 

29 Misnawati Pedagang Tas 8.000.000 1 Tahun 

30 Sri Hartati Pedagang Warung Makan 2.000.000 5 bulan 

31 Nono Susilo Pedagang Sepatu 20.000.000 3 Tahun 

32 Nuriah Pedagang Sayur 3.000.000 6 bulan 

33 Nila Wati Pedagang Sayur 3.500.000 1 Tahun 

34 Nur Sri Liyana Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 

35 Nora Istiyanti Alat Bangunan 70.000.000 3 Tahun 
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36 Nasiyem Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

37 Putra Wati Pedagang Sayur 3.000.000 6 bulan 

38 Purwoto Bengkel 10.000.000 2 Tahun 

39 Rohati Pedagang Sayur 3.000.000 6 bulan 

40 Rita Ariani Pedagang Pakaian 15.000.000 2 Tahun 

41 Refyani Pedagang Sepatu 8.000.000 1 Tahun 

42 Rohmat Prambudi Pedagang Alat Tulis 3.000.000 6 bulan 

43 Sugiarti Pedagang Pakaian 5.000.000 1 Tahun 

44 Sunarti Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

45 Siti Sutinah Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 

46 Siti Jamilah Warung Makan 30.000.000 3 Tahun 

47 Suryanto Pedagang Sembako 50.000.000 3 Tahun 

48 Siti Handayani Pedagang Pakaian 10.000.000 2 Tahun 

49 Susilo Wati Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 

50 Supyan Pedagang Sembako 50.000.000 3 Tahun 

 

Tabel 3.5 

Daftar Anggota Yang Memperoleh Pembiayaan Mudharabah di BTM 

BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung 

Data Tahun 2020 

 

No. Nama Anggota Jenis Usaha Realisasi Tenor 

1 Sri Kusuma Wati Pedagang Makan 7.000.000 1 Tahun 

2 Sri Hartati Warung Makan 15.000.000 2 Tahun 

3 Suwardi Pedagang Sembako 40.000.000 3 Tahun 

4 Supono Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

5 Susmiati Pedagang Pakaian 8.000.000 1 Tahun 

6 Saenah Warung Makan 20.000.000 3 Tahun 

7 Sulinda Pedagang Tas 15.000.000 2 tahun 

8 Sri Wahyuni Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

9 Triyono Bengkel 15.000.000 3 Tahun 

10 Tuti Herawati Pedagang Sayur 2.000.000 5 bulan 

11 Untung Pedagang Elektronik 60.000.000 3 Tahun 

12 Wijianto Pedagang Sembako 50.000.000 3 Tahun 

13 Wahyudin Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 

14 Yusniawati Pedagang Sayur 5.000.000 1 Tahun 
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15 Yati Pedagang Pakaian 15.000.000 1 Tahun 

16 Aminah Jajan Basah 1.000.000 3 bulan 

17 Aeniyah Warung 3.000.000 8 bulan 

18 Maziah Warung Sembako 70.000.000 3 Tahun 

19 Muhimah Usaha Loundry 2.000.000 5 bulan 

20 Hj. Sakmah Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 

21 Nurmawati Pedagang Sembako 35.000.000 3 Tahun 

22 Fitriyati Pedagang Sembako 60.000.000 3 Tahun 

23 Faiz Konter 20.000.000 2 Tahun 

24 Wadiatun Pedagang Pakaian 30.000.000 3 Tahun 

25 Nurhaini Pedagang Sepatu 5.000.000 1 Tahun 

26 Siti Aminah Konveksi 6.000.000 1 Tahun 

27 Kalsum Warung Makan 10.000.000 1 Tahun 

28 Neni Pedagang Tas 7.000.000 1 Tahun 

29 Sakmah Pedagang Sembako 20.000.000 2 Tahun 

30 Sumarni Warung 15.000.000 2 Tahun 

31 Lina Konter 30.000.000 3 Tahun 

32 Warno Tukang Las 5.000.000 1 Tahun 

33 Sarmini Pedagang Sayur 5.000.000 1 Tahun 

34 Joni Mebel 40.000.000 3 Tahun 

35 Siti Herlina Salon 30.000.000 3 Tahun 

36 Maya Pedagang Pakaian 6.000.000 1 Tahun 

37 Tini Warung Makan 15.000.000 3 Tahun 

38 Parmi Bengkel 40.000.000 3 Tahun 

39 Edi Pedagang Sembako 20.000.000 2 Tahun 

40 Damiri Pedagang Aksesoris 2.000.000 5 bulan 

41 Nur Hidayah Pedagang Tas 5.000.000 1 Tahun 

42 Dwi Pedagang Kosmetik 40.000.000 3 Tahun 

43 Niman Konter 25.000.000 3 Tahun 

44 Nur Rokayah Pedagang Sayur 3.000.000 8 bulan 
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BAB IV  

ANALISA DATA  

 

A. Peran Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

(KSPPS) dalam  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.  

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti 

koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BTM BiMU 

cabang Bandar Lampung mengenai peran Koperasi 

Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Lampung.  

Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau 

kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan pada perioritas berikutnya. Usaha 

pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu 

disebabkan disamping karena karena adanya kebutuhan 

pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, 

juga karena kebutuhan ini berkembang dinamis sejalan 

dengan perkembangan masyarakat.  

Peran KSPPS BTM BiMU cabang Bandar Lampung, 

dalam memberdayakan ekonomi umat, anggota 

khususnya. BTM BiMU telah memberikan fasilitas 

pinjaman dan pembiayaan salah satunya melalui 

pembiayaan mudharabah. 

1. Pemberian Pembiayaan Mudharabah 

Pemberian pembiayaan mudharabah pada BTM 

BiMU dibawahi oleh bagian marketing, dimana 

tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha 

kecil melalui pemberian pembiayaan yang 

bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi 

masyarakat KSPPS BTM BiMU yang kesulitan 

memperoleh tambahan modal sendiri atau 

berhadapan dengan kesulitankesulitan 

administrasi perbankan dan besarnya bunga 

pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikan 

pinjaman dana maka di harapkan dapat 
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meningkatkan investasi mereka atau 

meningkatkan volume usaha mereka. 

 BTM BiMU dalam usaha memenuhi 

kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui 

beberapa cara seperti pendampingan permodalan, 

pengelolaan usaha dan pengaturan cashflow 

usaha. 

2. Prosedur pemberian pembiayaan pada BTM 

BiMU Bandar Lampung: 

a) Menjadi anggota KSPPS BTM BiMU 

b) Anggota mengisi form permohonan 

pengajuan pembiayaan 

c) Marketing melakukan survey dan berita acara 

komite 

d) Marketing mengajukan persetujuan komite 

sesuai dengan plafon pembiayaan 

e) Setelah disetujui maka akan diterbitkan SP3 

pembiayaan 

f) Bagian legal akan memverifikasi dokumen 

untuk dilaksanakan akad 

g) Setelah akad maka akan diproses sesuai 

dengan akad yang telah ditentukan 

3. Program yang digunakan dalam penguatan 

ekonomi anggota koperasi di BTM BiMU Bandar 

Lampung 

a) Pendidikan calon anggota 

b) Pelatihan kewirausahaan 

c) Mengikutsertakan hasil-hasil produk usaha 

anggota ke pameran-pameran yang diadakan 

baik oleh pemerintah maupun swasta 

d) Pelatihan marketing melalui media online dll 

Dalam menentukan masyarakat yang 

akan memperoleh pembiayaan pada BTM 

BiMU dilakukan dengan cara survey. Waktu 

yang dibutuhkan mulai dari awal pengajuan 
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hingga proses pencairan dalam pembiayaan 

mudharabah selama 3 hari kerja. 

 

1. Peran KSPPS BTM BiMU Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan 

Usaha Kecil dan Menengah.   

Baitul Maal Muhammadiyah (BTM) BiMU 

lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan 

penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq 

dan shodaqoh, juga sebagai usaha penghimpunan dan 

penyaluran dana komersial Dahulu BTM Berkah 

Mentari merupakan salah satu unit usaha pada sebuah 

koperasi yang menginginkan salah satu unit usaha 

adalah jasa keuangan mikro dengan berprinsip 

syariah. Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro, maka Baitul Maal wat Tamwil (BTM) dapat 

berdiri sendiri dengan badan hukum berbentuk 

koperasi. 

Mengembangkan usaha merupakan keinginan 

setiap para pelaku usaha untuk meningkatkan 

produktifitas dalam usahanya, dengan adanya 

pendampingan ataupun arahan yang dilakukan KSPPS 

BTM BiMU kepada para pelaku usaha maka 

permasalahan dalam mengembangkan usaha selama 

ini bisa teratasi, ada beberapa peran yang diberikan 

oleh KSPPS BTM BiMU dalam mengembangkan 

usaha kecil dan menengah melalui pendampingan 

ataupun arahan diantaranya dengan:  

a. Menumbuhkan jiwa wirausaha kepada setiap 

anggota  

Wirausaha atau entrepreneur adalah 

seseorang yang menggerakkan perekonomian 

masyarakat untuk maju kedepan, mencakup 

mereka yang mengambil risiko, mengkoordinasi 

penanaman modal atau sarana produksi, yang 
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mengenalkan fungsi faktor produksi baru atau 

yang mempunyai respon kreatif dan inovatif. 

Wirausaha adalah orang yang menciptakan 

kesejahteraan untuk orang lain, menemukan 

caracara baru untuk menggunakan sumber daya, 

mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan 

kerja yang disenangi. Wirausaha juga dapat 

didefinisikan sebagai orang yang memiliki, 

mengelola, dan melembagakan usahanya sendiri. 

Faktor yang mendorong seseorang mengambil 

keputusan berwirausaha dapat diketahui melalui 

penilaian kepribadian khususnya pengalaman dan 

latar belakangnya.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

karyawan KSPPS BTM BiMU mengatakan: 

“KSPPS BTM BiMU juga memberikan program-

program pengembangan usaha kepada anggota 

ataupun calon anggota yaitu, dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan 

jiwa kewirausahaan kepada anggota ataupun 

calon anggota yang telah mengajukan 

pembiayaan di KSPPS BTM BiMU, kami 

mengundang anggota ataupun para calon anggota 

supaya termotivasi untuk menjadi para 

pengusaha. Karna kami ingin anggota ataupun 

calon anggota itu mengerti bahwa menjadi 

seorang yang mempunyai usaha sendiri itu lebih 

baik dari pada bekerja untuk orang lain.”
40

 

  

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil  

Ibu Elly mengemukakan bahwa kesejahteraan 

masyarakat menengah kebawah atau masyarakat 

kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup 

masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai 

                                                           
40

 Wawancara pribadi dengan ibu nur kholifah selaku Kabag 

operasional&keuangan BTM BiMU, jam 10.00 WIB 15 Juli 2022. 
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dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat 

kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat 

produktivitas masyarakat.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau 

Ibu Hizwantini mengatakan: “Kesejahteraan 

rakyat kecil merupakan tanggung jawab kita 

semua, maka KSPPS BTM BiMU berusaha 

untuk membantu masyarakat yang ingin 

mendirikan usaha ataupun mengembangkan 

usahanya agar taraf hidup masyarakat berubah 

menjadi lebih baik lagi, taraf hidup yang baik 

merupakan tujuan utama para pelaku dalam hal 

ini sangat tergantung dari pendapatan yang di 

peroleh. Dalam upayanya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus 

berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan 

kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan 

produktitivitas dan pendapatan masyarakat itu 

sendiri. Dengan bantuan yang diberikan oleh 

KSPPS BTM BiMU maka masyarakat bisa 

memperbaiki kesejahteraan melalui usaha yang 

dijalankannya.”
41

 

 

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang diperlukan 

sebagai tenaga kerja dalam aktivitas usaha yang 

dijalnkan. Sumber daya perlu di manajemen agar 

dapat dikelola dengan baik oleh para pemilik 

usaha. Sumber daya manusia merupakan bagian 

yang berhubungan dengan keputusan organisasi 

yang berdampak pada angkatan kerja atau 

angkatan kerja yang potensial. Bagian sumber 

daya manusia akan sangat efektif, jika 

                                                           
41

 Wawancara pribadi dengan ibu hizwatini selaku customer service BTM 

BiMU, jam 10.45 WIB 15 Juli 2022. 
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kebijaksanaan menejemen sumber daya manusia 

dan kegiatan dibuat sesuai dengan misi dan 

tujuan khusus organisasi sehubungan dengan 

kebutuhan konsumen. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau 

Ibu Elly Kasim mengatakan: “Upaya yang kami 

lakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan 

pengembangan Sumber daya manusia (SDM) 

dalam segi usaha kecil dan menegah, 

Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber 

daya manusia ini dapat dilakuan dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan agar kualitas 

keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu 

meningkat, tidak hanya berupa pelatihan-

pelatiahan KSPPS BTM BiMU juga terjun 

langsung untuk memberikan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.”
42

 

 

Dalam BTM BiMU aplikasi mudharabah 

berkaitan dengan penyaluran dana BTM BiMU 

kepada nasabah yaitu pembiayaan dengan sistem bagi 

hasil. Pembiayaan ini merupakan penyaluran dana 

BTM BiMU kepada anggota berdasarkan 

kesepakatan pembiayaan antara BTM BiMU dengan 

anggota dengan jangka waktu tertentu dengan nisbah 

bagi hasil yang disepakati, hal ini tercermin dari 

aplikasinya mudharabah sebagai salah satu bentuk 

penyaluran dana BTM BiMU. 

Kehadiran BTM BiMU diharapkan mampu 

menanggulangi masalah permodalan yang dialami 

oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi 

modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat 

kecil dalam menjalankan maupun mengembangkan 

usahanya. Penyaluran dana oleh BTM BiMU dikenal 

                                                           
42

 Wawancara pribadi dengan ibu elly kasim selaku Direktur Utama BTM 

BiMU, jam 14.00 WIB 15 Juli 2022. 
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dengan sebutan pembiayaan. Sebagaimana diketahui 

bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

bukan hanya yang bergerak di bidang industri yang 

membutuhkan bantuan modal, namun dengan 

besarnya jumlah penduduk maka yang berpotensi 

untuk diberdayakan juga adalah para pedagang 

misalnya saja penjual makanan, minuman. kebutuhan 

pokok, dan lain sebagainya. 

Setelah nasabah mendapat modal usaha, BTM 

BiMU tidak lepas tangan begitu saja. Ada pembinaan 

dan pengawasan, pembinaan dilakukan agar anggota 

yang telah diberikan modal tidak salah langkah 

dalam mengembangkan usahanya. Pengawasan 

dilakukan dengan memantau setiap perkembangan 

kegiatan usaha anggota termasuk pengadaan 

kunjungan kepada mereka dengan memberikan 

peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas 

penggunaan dana yang diperkirakan akan 

mengandung resiko bagi BTM BiMU. 

 

a) Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS 

BTM BiMU 

Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil kepada UMKM menggunakan prosedur umum 

pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis 

kelayakan, pembuatan akad (perjanjian) dan 

pengawasan. Pengajuan disertai dengan dokumen-

dokumen yang diperlukan. Salah satu syarat untuk 

mendapatkan pembiayaan adalah seseorang harus 

masuk menjadi anggota koperasi dan telah memiliki 

usaha minimal telah berjalan selama satu tahun. 

BTM BiMU akan dating langsung kelapangan untuk 

mensurvei dan mengetaui lebih dekat kondisi usaha, 

kehidupan dan perekonomian anggotanya yang akan 

dibantu tersebut. 
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BTM BiMU berupaya memudahkan system 

mudharabah dalam transaksi pembiayaan bagi 

anggotanya dengan harapan dapat memenuhi setiap 

kebutuhan anggotanya untuk bermuamalah secara 

nyaman, penuh berkah dan terhindar dari praktik 

ribawi. 

Anggota koperasi BTM BiMU yaitu ibu sri 

hartati selaku pemilik warung makan  mengatakan 

lebih lanjut : 

“Sistem bagi hasil dengan akad mudharabah 

antara anggota dengan koperasi BTM BiMU sangat 

meringankan. Mulai dari pembagian keuntungan 

semua dibicarakan di awal akad perjanjian 

peminjaman”.
43

 

Dalam prosedur peminjaman BTM BiMU 

memberikan kemudahan meminjamkan modal usaha 

kepada nasabah. Persyaratan dalam mengajukan 

pembiayaan, anggota BTM BiMU yang akan 

meminjamkan harus mengisi formulir dengan 

melampirkan: 

a. Foto copy KTP suami dan istri 

b. Foto copy Kartu Keluarga 

c. Surat Keterangan Domisili RT setempt 

 

Seperti yang dikatakan oleh bapak triyono 

sebagai berikut : 

“Saya ngisi formulir, sama melengkapi surat 

domisili RT, KTP suami istri, KK. Terus usaha 

kitanya di survey”.
44

 

 

Dari hasil pengamatan dan wawancara 

bersama beberapa anggota yang meminjam modal, 

                                                           
43 Wawancara pribadi dengan ibu sri hartati selaku anggota BTM BiMU, 

jam 10.00 WIB 1 Agustus 2022. 
44

 Wawancara pribadi dengan ibu sri bapak triyono selaku anggota BTM 

BiMU, jam 10.45 WIB 1 Agustus 2022. 
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mereka mendapatkan kemudahan modal pembiayaan 

sesuai dengan yang mereka ajukan. Apabila mereka 

telah selesai dengan angsuran pembiayaan, mereka 

juga boleh mengajukan pinjaman modal usaha 

kembali untuk kesekian kali dan seterusnya. 

Berikut pernyataan dari beberapa mudharib. 

Adalah seorang pengusaha rumah makan warteg 

bernama ibu Sri Hartati, sebagai berikut : 

“Saya sudah 2 kali pengambilan, yang pertama 

pinjaman saya 3 juta. Diawal peminjaman pihak 

BTM BiMU selalu mengharapkan kejujuran dari 

musharib tentang keuntungan usaha. Itu 

menceritakan apa adanya aja, engga ada yang 

ditutupi. Setelah pembagian keuntungan sudah 

disepakati, terus membicarakan masalah 

pengembalian pinjaman. Saya minta kalo pinjaman 

dikembalikan secara mengangsur selama 3 bulan”.
45

 

 

b). Pembiayaan Mudharabah Dalam Persentase 

Bagi Hasil  

Keuntungan dalam pembiayaan mudharabah 

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang 

tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan 

ditanggung oleh BTM BiMU kecuali jika pihak 

pengelola dana melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.  

Selain itu dari hasil penelitian didapatkan 

hasil, bahwa batas pemberian pembiayaan dalam 

BTM BiMU adalah plafond pembiayaan yang dapat 

diberikan adalah mulai dari angka satu juta rupiah 

(Rp. 1.000.000) sampai dengan yang tertinggi sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

                                                           
45

 Wawancara pribadi dengan tini selaku anggota BTM BiMU, jam 11.30 

WIB 1 Agustus 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Edi mengatakan sebagai berikut: 

“Batas waktu yang diberikan bagi para pelaku 

UMKM yang menerima pembiayaan adalah sesuai 

kemampuan membayar si anggota, akan tetapi kami 

diberikan waktu maksimal 3 tahun”.
46

 

 

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang 

merupakan pelaku UMKM yang bernama Triyono, 

seorang pemilik bengkel motor, beliau menjelaskan: 

“Kami para pengusaha harus terbuka dengan pihak 

BTM BiMU. Jadi kita bias sama-sama nego untuk 

pembagian keuntungan.
47

  

 

a) Pembiayaan mudharabah dalam hal jaminan 

Dalam fiqih tidak diperbolehkan investor 

untuk menuntut jaminan dari mudharib. BTM BiMU 

dalam hal ini berusaha untuk melaksanakan juga 

prinsip tersebut.  

Dijelaskan oleh anggota koperasi yang 

meminjam modal pada BTM BiMU, ibu Tuti 

Herawati seorang pedagang sayuran, beliau 

menjelaskan sebagai berikut : 

“Saya tidak diminta jaminan berupa barang hanya 

membuat surat perjanjian diatas materai”
48

 

Peminjam lainnya ibu Lina sebagai pemilik konter 

mengatakan sebagai berikut: 

“Kan kita sudah menjadi anggota koperasi, bayar 

iuran pokok dan iuran wajib sudah terikat perjanjian, 

mungkin ini sudah dianggap sebagai jaminan”
49

 

                                                           
46

 Wawancara pribadi dengan bapak untung selaku anggota BTM BiMU, 

jam 09.30 WIB 2 Agustus 2022. 
47

 Wawancara pribadi dengan ibu bapak edi selaku anggota BTM BiMU, 

jam 10.15 WIB 2 Agustus 2022. 
48

 Wawancara pribadi dengan ibu sri wahyuni selaku anggota BTM BiMU, 

jam 11.00 WIB 2 Agustus 2022. 
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b) Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Dari hasil wawancara dengan para anggota 

bahwa selama mereka meminjam modal pada BTM 

BiMU tidak pernah terjadi kredit macet atau 

penyalahgunaan modal untuk hal-hal lain. Hal ini 

seperti yang dikatakan oleh nasabah yang peneliti 

wawancarai, salah satunya ibu Muhimah. Beliau 

menuturkan sebagai berikut: 

  “Selama menjadi anggota BTM BiMU, saya enggak 

pernah mengalami kredit macet. Saya berusaha untuk 

amanah dalam menjalankan usaha saya sehingga 

modal yang saya pinjam saya gunakan sepenuhnya 

untuk usaha bukan untuk hal lain. Saya enggak mau 

terlibat masalah mas”.
50

 

  

 Dampak yang dirasakan oleh anggota 

koperasi setelah adanya pemberian pembiayaan BTM 

BiMU Bandar Lampung adalah dapat merasakan 

peningkatan usaha. Disamping itu respon anggota 

terhadap adanya BTM BiMU Bandar Lampung dalam 

mensejahterakan aggotanya adalah dengan aktif 

memanfaatkan produk-produk koperasi, selain itu 

cara mengoptimalkan peran BTM BiMU sendiri 

adalah dengan terus melakukan edukasi keanggota 

untuk terus berperan aktif memanfaatkan produk-

produk koperasi.   

 

                                                                                                                             
49

 Wawancara pribadi dengan bapak faiz selaku anggota BTM BiMU, jam 

14.00 WIB 2 Agustus 2022. 
50

 Wawancara pribadi dengan ibu aminah selaku anggota BTM BiMU, jam 

09.00 WIB 3 Agustus 2022. 
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B. Faktor Pendorong dan Penghambat KSPPS BTM 

BiMU Cabang Bandar Lampung Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.  

 Kelembagaan koperasi didirikan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan semakin 

sejahtera anggota dari BTM BiMU maka akan 

berbanding lurus dengan kesejahteraan BTM BiMU 

sendiri. Semakin tinggi kesejahteraan anggota, maka 

semakin sehat atau semakin sejahtera pula BTM BiMU. 

Tetapi dalam hal ini tidak luput dari faktor yang 

menghambat dan yang mendorong BTM BiMU dalam 

melakukan kegiatan operasioanalnya dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan anggota.  

1. Faktor pendorong peningkatan kesejahteraan 

anggota.  

Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi 

BTM BiMU dalam mensejahterakan anggotanya.  

a. Faktor internal  

Faktor internal ini berkaitan erat dengan KSPPS 

BTM BiMU. Seperti karyawan dan tata aturan 

BTM BiMU. Semakin cakap karyawan maka 

akan sangat berpengaruh pada pemasaran BTM 

BiMU, semakin cakap yang dimaksud yaitu 

sanggup melayani anggotanya dengan sangat 

baik sehingga anggotanya merasakan kepuasan 

pelayanan dari karyawan yang menawarkan 

fasilitas pinjaman dan pembiayaan di BTM 

BiMU cabang Bandar Lampung. Kemudian 

semakin mudah tata aturan maka akan semakin 

mudah pula diikuti oleh masyarakat yang akan 

bergabung menjadi anggotanya. Contohnya 

persyaratan pembiayaan yang tidak bertele-tele, 

kemudahan angsuran secara online, dan lain 

sebagainya.  
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b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal ini berkaitan dengan anggota 

dan keadaan lingkungan luar, seperti:  

1) Faktor demografis Faktor demografis yakni 

faktor yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, usia dan lainnya. 

Dalam hal ini KSPPS BTM BiMU 

membatasi dengan usia minimal 17 tahun dan 

maksimal 60 tahun untuk mendapatkan 

fasilitas pembiayaan ini. Selain itu calon 

anggota pembiayaan harus memiliki 

kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk 

mengelola usahanya.  

 

2)  Faktor geografis Faktor geografi seperti 

Negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah 

geografis yang dipandang potensial akan 

menjadi target operasi BTM BiMU. 

Semakin berkembang dan maju suatu daerah 

maka akan semakin mempengaruhi 

keberlangsungan hidup BTM BiMU 

nantinya 

2. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan 

anggota.  

  Tidak jauh beda dengan faktor pendorong 

peningkatan ekonomi masyarakat, faktor 

penghambatpun dipengaruhi dari dalam atau dari 

BTM sendiri dan dari anggotanya seperti 

menghadapi karakter anggota yang gemar 

berhutang. Selain itu terdapat factor-faktor lain 

diantaranya yakni:  

a.  Kurangnya rasa percaya terhadap lembaga 

keuangan berbasis koperasi dibandingkan 

dengan lembanga keuangan bank. Dikarenakan 
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koperasi atau BTM tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS), maka hal ini menjadi 

salah satu faktor yang membuat masyarakat 

enggan menaruh dananya di BTM upaya dari 

BTM yaitu; mengantisipasi adanya hal yang 

tidak baik yang terjadi di faktor internal.  

b.  Kurang pahamnya anggota terutama dalam 

pembuatan laporan keuangan dalam pembiayaan 

mudharabah atau pembiayaan musyarakah. 

Pemahaman laporan keuangan sangatlah 

penting, karena akan berpengaruh pada tingkat 

angsuran pada pembiayaan berbasis bagi hasil. 

Pada saat ini, masyarakat awan atau masyarakat 

di pedesaan biasanya tidak membuat atau 

menggunakan laporan keuangan untuk 

menjalankan usahanya. Dan terkadang modal 

dari usaha bercampur dengan keperluan pribadi.  

c.   Keadaan sosial masyarakat.  

 Masyarakat modern ini tentu tidak asing lagi 

dengan lembaga keuangan. Sedikit-sedikit pasti 

berhubungan dengan lembaga keuangan, mulai 

dari kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha. 

Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat 

desa atau orang-orang tua, yang mana mereka 

enggan atau bahkan takut bila berhubungan 

dengan lembaga keuangan.Padahal pada 

dasarnya lembaga keuangan berniat untuk 

membantu pemenuhan kebutuhan baik 

konsumtif atau produktif masyarakat bukan 

menyusahkan atau merugikan bahkan 

mengambil alih harta dari masyarakat 

sebagaimana yang ditakutkan oleh beberapa 

kelompok masyarakat.  
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C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif 

Islam 

       Dalam ekonomi islam lembaga keuangan yang berbasis 

syariah adalah solusi bagi kaum muslim di Indonesia untuk 

terhindar dari riba. Sistem yang digunakan pada lembaga 

keuangan syariah (LKS) khususnya KSPPS BTM BiMU 

Bandar Lampung yang dalam perolehan keuntungan 

ditetapkan prinsip bagi hasil yang mengupayakan terciptanya 

kondisi saling menguntungkan bagi pihak koperasi dan pihak 

anggota. Sisitem lembaga keuangan syariah dalam praktiknya, 

menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi sekaligus 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah. Tak 

hanya itu, mengindari dari spekulasi (maysir), ketidakpastian 

(gharar) dan berbagai transaksi keuangan juga merupakan 

salah satu prinsip terpenting dalam ekonomi syariah, sehingga 

menjadikan kemanfaatan yang dimunculkan tidak hanya umat 

muslim saja tetapi selurus masyarakat secara umum. KSPPS 

BTM BiMU Bandar Lampung selain menggunakan prinsip 

bagi hasil BTM juga menerapkan pembiayaan yang tidak 

memberatkan anggotanya yaitu pembiayaan mudharabah 

dimana pembiayaan ini digunakaan untuk memberikan 

pinjaman bagi anggota menengah kebawah untuk pemberian 

modal.  

       Lembaga keuangan syariah KSPPS BTM BiMU dalam 

pengaplikasiannya BTM telah menjadi solusi bagi kaum 

muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran 

dana dan penghimpunana dana dalam bentuk simpanan 

anggota sesuai dengan prinsip syariah yang dapat 

menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh 

ajaran islam. KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dapat 

menolong anggota menengah kebawah dengan adanya 

penerapan pembiayaan mudharabah  seperti yang dijelaskan 

pada surat An-Nisa : 29 
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وْنَ 
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
مْوَال

َ
وْْٓا ا

ُ
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ُ
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ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
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َّ
يُّهَا ال

َ
﴿ يٰٓا

 
َ
َ ك مْ ِۗ اِنَّ اللّٰه

ُ
نْفُسَك

َ
وْْٓا ا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مْ ِۗ وَل

ُ
نْك ارَةً عَنْ تَرَاضٍ م ِ مْ رَحِيْمًا تِجَ

ُ
انَ بِك

٢٩  

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak 

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka 

di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang 

telah peneliti lakukan pada BTM BiMU cabang Bandar 

Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari 

penelitian mengenai peran Koperasi Simpan pinjam 

pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:  

 

1. Peran KSPPS BTM BiMU Kota Bandar Lampung 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan 

keberadaannya bisa memberi atmosfer segar bagi 

perekonomian masyarakat kurang mampu, karena 

apabila mereka tidak mempunyai cukup modal, 

BTM BiMU siap untuk membantu. Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syaraih memiliki 

peranan yang cukup bagus dan strategis untuk 

menopang kehidupan masyarakat terutama dalam 

hal peningkatan dan pemberdayaan perekonomian 

masyarakat kecil dan menengah melalui pembinaan 

secara material islami dan memberikan pembiayaan 

modal kerja yang mengacu pada ketentuan-

ketentuan syariah.   

2. Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BTM 

BiMU cabang Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:  

Faktor pendorongnya peningkatan kesejahteraan 

anggota ada dua yaitu: 

a) Faktor Internal semakin meningkatnya kinerja 

karyawan maka akan sangat berpengaruh pada 

pemasaran BTM BiMU cabang Bandar 

Lampung dan semakin mudah alur pengajuan 
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persyaratan pembiayaan maka akan semakin 

mudah pula diikuti oleh nasabah.  

b) Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan 

anggota dan keadaan lingkungan luar. Ada dua 

yaitu; Faktor demografis dan Faktor geografis. 

 Faktor penghambat peningkatan 

kesejahteraan anggota yaitu: kurangnya sosialisasi 

tentang BTM, sehingga banyak masyarakat hingga 

kini yang belum mengenal BTM.  

3. Lembaga keuangan syariah KSPPS BTM BiMU 

dalam pengaplikasiannya BTM telah menjadi solusi 

bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan 

ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunan 

dana dalam bentuk simpanan anggota sesuai dengan 

prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum 

muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran 

islam. KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dapat 

menolong anggota menengah kebawah dengan 

adanya penerapan pembiayaan mudharabah  seperti 

yang dijelaskan pada surat An-Nisa : 29 

 

B. Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil penelitian serta analisis tentang 

peran Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

(KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

maka peneliti memberi saran sebagai berikut:  

1. Upaya yang sebaiknya di lakukan oleh BTM BiMU 

cabang Bandar Lampung lebih mengoptimalkan peran 

Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah 

(KSPPS) agar semakin banyak masyarakat memilih 

dan menggunakan produk yang ada di BTM BiMU 

cabang Bandar Lampung.  

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih 

mengurangi faktor penghambat dalam peningkatan 

kesejahteraan anggota pada Koperasi Simpan pinjam 
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pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU cabang 

Bandar Lampung 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  

PANDUAN WAWANCARA 

Tujuan: Memahami peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarkat 

pada BTM BiMU cabang Bandar Lampung.  

Hari /tanggal wawancara : 15 Juli 2022.  

Lokasi Wawancara : BTM BiMU cabang Bandar Lampung.  

Nama informan : Ibu Elly Kasim, Ibu Hizwatini dan Ibu Nur kholifah  

Jabatan : Kepala Cabang, Teller/CS, Kabag Operasional dan 

Keuangan .  

Pertanyaan Penelitian:  

A. Pertanyaan Peran KSPSS dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat  

1. Apa saja bentuk-bentuk pembiayaan syariah yang diberikan oleh 

BTM BIMU Bandar Lampung?  

2. Apa nama bagian yang membawahi pemberian pembiayaan pada 

BTM BIMU Bandar Lampung?  

3. Bagaimana BTM BIMU Bandar Lampung dalam memenuhi 

kebutuhan pemberdayaan masyarakat?  

4. Bagaimana Prosedur pemberian pembiayaan pada BTM BIMU 

Bandar Lampung?  

5. Bagaimana cara menentukan masyarakat yang akan memperoleh 

pembiayaaan pada BTM BIMU Bandar Lampung?  

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari awal pengajuan 

hingga proses pencairan dalam pembiayaan pada BTM BIMU 

Bandar Lampung?  



 

 

7. Akad apa saja yang digunakan dalam pemberian modal usaha pada 

pembiayaan di BTM BIMU Bandar Lampung?  

8. Progam apa saja yang digunakan dalam penguatan ekonomi 

anggota koperasi di BTM BIMU Bandar Lampung?  

B. Pertanyaan pemberdayaan ekonomi masyarakat  

1. Apa saja faktor pendorong yang mempengaruhi BTM BIMU 

Bandar Lampung dalam mensejahtrakan anggotanya?  

2. Apa saja faktor pennghambat yang mempengaruhi BTM BIMU 

Bandar Lampung dalam mensejahtrakan anggotanya?  

3. Bagaimana respon anggota terhadap adanya BTM BIMU Bandar 

Lampung dalam mensejahtrakan anggotanya?  

4. Apakah dampak yang dirasakan oleh anggota koperasi setelah 

adanya pemberian pembiayaan BTM BIMU Bandar Lampung?  

5. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam pemberdayaan 

masyarakat?  

6. Biasanya, anggota meminjam uang pada BTM BIMU Bandar 

Lampung untuk keperluan apa saja?  

7. Bagaimana cara mengoptimalkan peran BTM BIMU Bandar 

Lampung? 

 



 

 

Lampiran 1: 

Kuesioner Penelitian 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 2: 

Dokumentasi dengan Narasumber 

     

Muhimah : Usaha Loundry 

 



 

 

Tuti Herawati : Pedagang Sayuran 

 

Sri Hartati : Pedagang Warung Makan 

 

Edi : Pedagang Sembako 



 

 

 

Triyono : Bengkel 

 

Lina : Konter 



 

 

 

Joni : Mebel/Furnitur 

 

  



 

 

Lampiran 3: 

Surat Riset Penelitian 

 


